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ABSTRAK

Nama : Yuanita Dian Anggraeni Hartono
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judut : Peranan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Dalam Membantu Upaya Pemerintah Meningkatkan
Pendapatan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bandung Bojonagara

Pemerintah memperoleh banyak dana dari sektor pajak untuk menjalankan
program-program pemerintahan dan pembangunan. Di dalam bidang perpajakan,
Notaris dan PPAT memberikan sumbangsih cukup besar baik sebagai wajib pajak
pribadi maupun sebagai perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat
dalam hal pemungutan pajak. Permnasalahan dalam tesis ini adalah apa peranan
yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT dalam bidang perpajakan, upaya apakah
yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT untuk mengefektifkan pembayaran pajak
sesuai dengan Undang-Undang serta apa bentuk kendala yang dihadapi oleh
Notaris dan PPAT dalam mengefektifkan pemasukan ke kas Negara dari sektor
pajak dan bagaimanakah Notaris dan PPAT mengatasi kendala tersebut. Tesis ini
selain menggunakan metode kepustakaan juga didukung oleh data-data yang
diperoleh dari hasil wawancara kepada seorang pejabat yang bertugas pada Kantor
Pelayanan Pajek Pratama Bandung Bojonagara, serta tujuh orang Notaris dan
PPAT di Kota Bandung schingga dapat diperoleh hasil penelitian yang dapat
dipertanggungjawabkan. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa
Notaris dan PPAT dalam bidang perpajakan memiliki peran sebagai wajib pajak
pribadi dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh
Notaris dan PPAT untuk mengefektifkan pembayaran pajak sesuai dengan
Undang-Undang, antara lain menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang, membuat laporan pajak penghasilan setiap bulan, membuat SPT
rampung setahun sekali dan memberikan bukti pemotongan pajak kepada wajib
pajek lainnya serta melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada klien.
Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajek ternyata Notaris dan
PPAT menemukan kesulitan, Sehubungan dengan kendala yang ditemukan maka
Notaris dan PPAT mengatasinya melalui cara meminta bantuan dari aparat pajak
di Kantor Pelayanan Pajak.
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ABSTRACT

Name : Yuanita Dian Anggraeni Hartono
Study Program : Notary
Title : The Roles of Notary and Official Issuer of Land Certificate

(PPAT) in Supporting The Govemmment Effort to Increase
Tax Revenue in Bandung Bojonagara Pratama Tax Office.

The govemment obtained many funds from sectors of the tax to run
government programs and development. In the field of taxation, notary and PPAT
substantial contribution both as an individual taxpayer as well as the extension of
government to society in terms of tax collection. Problems in this thesis is what
the role performed by the Notary and PPAT in the field of taxation, whether the
efforts made by the Notary and PPAT to streamline tax payments in accordance
with the Law and what form the constraints faced by the Notary and PPAT in
effecting entry into the State Treasury from the tax sector and how deed and
PPAT overcome these obstacles. This thesis is in addition to the literature method
was also supported by data obtained from interview to an agency official who
served on the Tax Office Bojonagara Pratama Bandung, as well as seven people
Notary and PPAT in the city of Bandung in order to obtain a result that can be
Jjustified. After doing the research concluded that the Notary and PPAT in the field
of taxation has a role as a private taxpayer and as an extension of the
government's hand. Efforts made by the Notary and PPAT to streamline tax
payments in accordance with the Act, ineluding depositing the taxes in accordance
with the provisions of the Law, to make income tax statement every month, make
a completed tax return once a year and provide proof of tax deduction to the
taxpayer as well as other soeialization and legal counseling to clients. In carrying
out its obligations as a taxpayer and PPAT deed turned out to find trouble. In
relation to the constraints found in the Deed and PPAT overcome by way of
seeking help from tax officials in the Tax Office.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menjalankan
program-program pemerintahan dan pembangunan yang mempunyai tujuan akhir
meneiptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur baik seeara materiil
maupun spiritual. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya
yang dimiliki oleh pemerintah meliputi pendapatan sumber daya alam, hasil
perusahaan negara, pungutan dan sumber-sumber lain seperti pinjaman, hibah
serta peneetakan uang. Salah satu bentuk pungutan yang dilakukan oleh negara
adalah melalui pajak.

Dasar pembenaran atau landasan filosofis wewenang negara untuk
memungut pajak dapat ditemukan pada berbagai literatur ilmu keuangan negara
datam bentuk berbagai teori. Pertama, teori asuransi. Dalam teori asuransi, negara
disamakan dengan perusahaan asuransi. Premi asuransi disamakan dengan pajak.
Oleh karena negara telah menyelenggarakan kepentingan rakyat maka wajarlah
rakyat membalas jasa negara dengan membayar pajak. Dalam perusahaan
asuransi, jika seseorang telah membayar premi seperti yang tercantum dalam
polis, maka orang tersebut berhak menerima ganti rugi apabila tejadi peristiwa
yang dijaminkan seperti kecclakaan. Tetapi jika seseorang membayar pajak
kepada negara, dia tidak mempertanggungkan apa-apa sehingga jika tegadi
sesuaty pada wajib pajak, dia tidak mendapat ganti rugi dari ncgara. Teori ini
mengandung kelemahan yaitu negara tidak bisa disamakan dengan perusahaan
asuransi. Sehubungan dengan hal tersebut maka teori ini tidak tepat untuk

digunakan.

1
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untuk membayar pajak baru ada jika keperluan primer telah tersedia. Maka
dianjurkan ada batas minimum kehidupan. Asas ini elah dijalankan di hampir
setiap negara dalam penerapan pajak kekayaan dan pajak pendapatan atau pajak
penghasilan. Di Indonesia dilaksanakan dengan adanya Pendapatan Tidak Kena
Pajak (PTKP) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah
dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. PTKP ini berubah sesuai
dengan laju inflasi dalam negeri.

Keempat, teori daya beli. Dalam teori daya beli fungsi pajak dalam
masyarakat dianggap sebagai pompa yang menyedot daya beli masyarakat dan
membawa daya beli itu ke rumah tangga negara. Selanjutnya oleh negara, daya
beli itu dikembalikan lagi kepada masyarakat. Teori ini lebih mementingkan
fungsi pajak yang mengatur, peneetus teori ini Profesor Adriani.

Kelima, teori prestasi modern. Menurut teori ini, meskipun kita tidak dapat
menetapkan besarnya jasa negara kepada kita namun kita dapat melihat jasa-jasa
negara tersebut seeara kolektif yang dipergunakan oleh seluruh penduduk. Untuk
menghitung jasa negara memang sulit, tapi kita dapat melihat faedahnya. Jika
disusun suatu daftar dari jasa negara tersebut, maka kita akan melibat bahwa
orang kayalali yang paling banyak menggunakan jasa negara tersebut, karena
mereka mempunyai banyak kepentingan dari pada orang yang tidak mampu atau
miskin. Misalnya peranan polisi bagi orang kaya untuk melindungi harta benda
sangat penting dibandingkan orang miskin yang tidak memiliki banyak harta.

Keenam, teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini muncul berdasarkan ajaran
negara sebagai suatu organisasi kekuasaan yang tertinggi sehingga timbul hak-hak
bagi negara untuk memungut pajak. Kepentingan negara berada di atas
kepentingan warganya dimana ncgara merupakan suatu organ yang mempunyai
hak mutlak untuk menentukan sesuatu hal terhadap warganya. Orang telah
mengetahui dan mengakui hal itu sejak dahulu, dan karenanya mereka membayar
pajak sebagai baktinya kepada negara. Negara sebagai organisasi tertinggi dengan
syarat keadilan berkewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum
termasuk tindakan dalam lapangan perpajakan. Jadi menurut teori ini, dasar

hukum pajak terletak antara rakyat dan negara yang memungut pajak.
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surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk
membiayai public invesimen.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. PJA Adriani adalah iuran kepada negara
(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarmmya menurut
peraturan-peratuwran  dengan tidak ada prestasi kembali, yang langsung dapat
ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum berhubungan dengan tugas pemerintah,

Prof. Dr. MJH. Smeeths mendefinisikan pajak adalah prestasi pemerintah
yang terutané melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa
adanya kontra prestasi yang dapat ditujukkan dalam hal individual, maksudnya
adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur
pajak sebagai berikut: Pertama, pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan
pelaksanaannya. Asas ini jika dihubungkan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku maka asas tersebut sesuai dengan perubahan ketiga UUD
1945 pasal 23A yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
untuk keperluan negeira‘ diatur dalam undang-undang, sehingga Pemerintah tidak
dapat melakukan tindakan semena-mena dalam melakukan pemungutan pajak
kepada wajib pajak.

Kedua, pemungutan pajak mengisyaratkan adanya peralihan dana (sumber
daya) dari wajib pajak atau pembayar pajak kepada negara (pemungut pajak atau
administrator pajak). Dengan dilakukannya pemungutan pajak oleh Pemerintah
maka akan terdapat peralihan dana dari wajib pajak kepada pemungut pajak yang
selanjuinya akan disimpan ke dalam kas negara sebagai salah satu pendapatan
negara.

Ketiga, pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan
umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin
maupun pembangunan. Pajak yang dipungut dari wajib pajak akan digunakan oleh
pemerintah untuk membiayai kegiatan kenegaraan misalnya seperti pembangunan

fasilitas umum, pembayaran gaji karyawan negeri dan pembayaran utang.
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melalui penyederhanaan struktur pajak yang berlaku sehingga lebih mudah dalam
pelaksanaan dan penerapannya.

Pengertian wajib pajak sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 2
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.™

Contoh dari wajib pajak orang pribadi adalah karyawan dari suatu
perusahaan, orang pribadi yang memiliki Usaha dan Pekerjaan Bebas seperti
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sedangkan contoh dari wajib
pajak badan adalaﬁ perusahaan. Yang dimaksud dengan perusahaan adalah orang
pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau
pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang,
melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar
daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dar luar daerah
pabean (Pasal -1 angka 4 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan).

Pengertian Notaris sebagaimana dicantumkan dalam Pasal | Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Pejabat umum
yang berwenang untuk membuat akta otentik. Sedangkan pengertian PPAT
menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan yang dimaksud dengan
P.P.A.T. atau Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberikan
kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Di dalam bidang perpajakan, Notaris dan PPAT memiliki peranan yang
cukup besar baik sebagai wajib pajak pribadi maupun sebagai perpanjangan
tangan pemerintah kepada masyarakat dalam hal pemungutan pajak. Notaris dan

PPAT sebagai wajib pajak berperan sebagai pembayar pajak. Tetapi sebagai

*Ibid., Pasal | ayat (2)
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Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membert
wewenang, kepereayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besammya pajak yang harus
dibayar. Ciri-eiri dari system ini adalah wewenang untuk menentukan besamya
pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif, mulai dari
menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Adapun
fungsi aparat pajak adalah memberikan penyuluhan, pembinaan, dan pelayanan
serta melakukan pengawasan atas kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya.

With holding system merupakan sistem pemungutan pajak memberi
memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut
besamnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sistern pemungutan pajak menurut undang-undang pajak nasional pada saat
ini menggunakan full self assessment system dengan prinsip-prinsip meliputi
Pertama, dasar hukum pemungutan pajak adalah undang-undang nasional dimana
peran aktif wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sangat diperlukan
guna pembiayaan négara dan pembangunan. Kedua, pemerintah yang diwakilkan
oleh fiskus hanya memberikan pembinaan, penelitian serta pelaksanaan kewajiban
karena tanggung jawab pelaksanaan pajak berada pada wajib pajak dan oleh
karena itu wajib pajak sebagai subjek pajak harus terus dibina serta diarahkan agar
mau memenuhi kewajibannya. Ketiga, pemerintah memberi kepereayaan kepada
wajib pajak untuk menghitung sendiri jumiah seluruh penghasilan yang telah
diperolehnya, menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menghitung sendiri
jumlah pajak yang telah dibayar atau dapat dikreditkan, menghitung sendiri
jumlah pajak yang masih harus dibayar, menyetor sendiri jumlah pajak yang
masih harus disetor ke Kas Negara via bank persepsi, dan wajib pajak wajib
mengisi serta melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran
Pajak (SSP) ke DIJP atau kantor pajak, sehingga kejujuran wajib pajak sangat
diperlukan dalam rangka pemungutan pajak.

Notaris dan PPAT sebagai perpanjangan tangan pemerintah di bidang

perpajakan diharapkan dapat membantu upaya pemerintah dalam meningkatkan
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1. Jenis penelitian menggunakan metode normatif empiris, yaitu metode
penelitian yang mengkaji mengenai ketentuan hukum normatif berupa
peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan meliputi Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri
Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang terkait dengan masalah
yang dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini. Kemudian penulis akan
mengkaji bagaimana pemahaman dan penerapan hukum oleh Notaris dan
PPAT dalam bidang perpajakan.

2. Metode perolehan data yang dﬂakukan adalah melalui studi kepustakaan dan
wawancara. Pada penelitian kepustakaan akan diteliti berbagai peraturan
perundang-undangan dan dokumen untuk mendapatkan data sekunder bahan
hukum primer sebagai landasan hukum. Selain itu, akan didukung oleh bahan
hukum sekunder yang berasal dari buku, artikel ilmiah, harian, dan tesis, guna
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam rangka
menunjang data yang di dapat dalam penelitian kepustakaan, digunakan data
primer melalui cara mewawancari delapan orang nara sumber yang terdiri dari
seorang pejabat instansi yang bertugas pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
vakni pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara,
serta tujuh orang Notaris dan PPAT di Kota Bandung.

3. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, di
mana dalam penelitian ini dipaparkan peranan nyata Notaris dan PPAT dalam
membantu upaya pemerintah meningkatkan pendapatan pajak di Kantor Pajak
Bandung Bojonagara. Selanjutnya data-data yang ada diuraikan serta
diinterprestasikan disusun dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis

sehingga menuju suatu kesimpulan mengenai jawaban permasalahan.

1.4 Sistematika Penulisan
Penulis menguraikan secara sistematika penulisan karya ilmiah ini melalui

bab-bab sebagai berikut:
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PERANAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
DALAM MEMBANTU UPAYA PEMERINTAH MENINGKATKAN
PENDAPATAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
BANDUNG BOJONAGARA

2.1 Pengertian Serta Perbedaan Notaris Dan PPAT

Di kalangan masyarakat seringkali ditemukan adanya tumpang tindih
pengetahuan antara jabatan Notaris dan PPAT. Padahal keduanya merupakan dua
jabatan yang berbeda tugas dan kewenangannya. Pengertian Notaris menurut
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah
Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Melalui pengertian
tersebut dapat dilihat bahwa seorang Notaris adalah pejabat umum dan
wewenangnya ialah membuat akia otentik. Adapun yang dimaksud dengan akta
otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang
dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat
akta itu dibuat (Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Sedangkan pengertian Pejabat umum adalah orang yang menjalankan
sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 juga mengatur beberapa pengertian terkait
penyebutan nama Notaris, antara lain:

! Pejabat sementara Notaris adalah seorang untuk sementara menjabat sebagal
Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia,
diberhentikan, atau diberhentikan sementara. *

* Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No.30 Tahun 2004, LN No.117 Tahun
2004, TLN No.4432, Pasal | Angka 1.
4 Ibid. Angka 2.
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orang lain yang ditetapkan undang-undang. Akta-akta yang ditugaskan atau

dikecualikan kepada pcjabat lain yang ditetapkan undang-undang, antara lain
meliputi akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan
Dinas Catatan Sipil.

Berbagai akta yang biasa atau sering dibuat di hadapan atau oleh Notaris

dalam menjalankan tugas jabatannya adalah sebagai berikut:

1.

Akta-akta yang menyangkut hukum perorangan (personen recht), Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Buku I, antara lain:

a,
b.

a o

Berbagai izin kawin baik dari orang tua maupun kakek/nenek (Pasal 71);
Pencabutan, pencegahan perkawinan (Pasal 70);

Berbagai perjanjian perkawinan berikut perubahannya (Pasal 147, 148);
Kuasa melangsungkan perkawinan (Pasal 79);

Hibah yang berhubungan dengan perkawinan dan penerimaannya (Pasal
176 dan 177);

Berbagai kuasa atau bantuan suami kepada istrinya (Pasal 108 dan 139);
Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan pengadilan tentang
pemisahan harta (Pasal 191);

Kuasa melgpaskan harta campur (Pasal 132 dan 133);

Pemulihan kembali harta campur yang telah dipisah (Pasal 196);
Syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian pisah meja dan ranjang (Pasal
237);

Perdamaian antara suami istrd yang telah pisah meja dan ranjang (Pasal
248 dan 249);

Keingkaran sahnya anak (Pasal 253 dan 256);

Pengakuan anak luar kawin (Pasal 281);

Pengangkatan wali (Pasal 355);

Pengakuan terima perhitungan dan sebagainya dari kepala Balai Harta
Peninggalan (Pasal 412);

Pengakuan terima perhitungan wali (Pasal 412);

Pembebasan wali dari tanggung jawab (Pasal 412).
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j. Aneka perjanjian tentang pinjam pakai (Pasal 1740 dan seterusnya);

k. Berbagai perjanjian pinjam meminjam atau kredit atau hutang uang dan
sebagainya (Pasal 1754 dan seterusnya);

l. Rupa-rupa pemberian kuasa, khusus maupun umum (Pasal 1792 dan
seterusnya);

m. Penanggungan utang atau jaminan pribadi atau borgtocht (Pasal 1820).

Akia-akta yang menyangkut hukum dagang atau perusahaan (Wetboek van

Koophandel dan lain-lain), antara lain:

a. Berbagai perseroan (Maatschap, Firma, Comanditair Vennotschap,
Perseroan Terbatas biasa, Penanaman Modal Dalam Negeri dan
Penanaman Modal '_Asing, Persero, Perseroan Indonesia atas Saham) baik
pendirian, perubahan, pembekuan maupun pembubarannya serta gabungan
beberapa perusahaan atau merger dan lain sebagainya;

b. Protes non pembayaran atau akseptasi (Pasal 132 dan 143);

¢. Berbagai perantara dagang, seperti perjanjian keagenan dagang dan
kontrak perburuhan dengan pedagang keliling;

d. Akta-akta yang menyangkut badan-badan social atau kemanusiaan
(zedelijke Iicha}ne{l), seperti Perkumpulan Yayasan dan Wakaf.

Akta yang dibuat oleh PPAT adalah akta di bidang pertanahan meliputi:

Akta jual beli;

Akta tukar menukar;

Surat kuasa membebankan hak tanggungan;

Akta pemberian hak tanggungan;

Akta pembagian hak bersama;

Akta pemberian hak guna usaha atau hak pakai atas tanah hak milik;

Akta pemasukan ke dalam perusahaan;

Akta hibah.

Sedangkan akta yang dibuat oleh Dinas Catatan Sipil adalah akta kelahiran, akta

perkawinan dan akta kematian.

Selain berwenang untuk membuat akta otentik, menjamin kepastian tanggal

pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,
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PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas
Pemerintah tertentu.’

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 menyebutkan syarat

untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah:

1. Berkewarganegaraan Indonesia;

2. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;

3. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh
Instansi Kepolisian setempat;

4, Belum pemah dihukum pénjara karena melakukan kejahatan berdasarkan
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Sehat jasmani dan rohani;

6. Lulusan program pendidikan spesialis notariat atau program pendidikan
khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi; dan

7. Lulus yjian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Badan
Pertanahan Nasional.

Tugas pokok PPAT sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah
dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan
dijadikan dasar bagi pendaftaran peruhahan data pendaftaran tanah yang
diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan
hukum meliputi jual beli tanah dan/atau bangunan, tukar menukar Hak Atas
Tanah atau Hak Milik Atas Rumah Susun, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan
(inbreng), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak
Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, pemberian kuasa
membehankan Hak Tanggungan.

Dalam melaksanakan kewenangannya, PPAT memiliki daerah kega satu
wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kotamadya. Sedangkan Daerah
kerja bagi PPAT Sementara dan PPAT Khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai

7 Ibid. Angka 3.

Peranan notaris..., Yuanita Dian Anggraeni Hartyr%‘,’?ﬁitt.ﬂ,séﬂ%’."esm

ST



21

di mana PPAT hanya membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum

tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;

(5]

Usia minimal untuk dapat diangkat sebagai Notaris adalah 27 (dua puluh
tujuh) tahun sedangkan bagi PPAT adalah 30 (tiga puluh) tahun;

4, Kedudukan Notaris adalah di daerah kabupaten atau kota dan wilayah
jabatannya meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.
Sedangkan Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan
Kabupaten atau Kotamadya dan daerah kerja PPAT Sementara serta PPAT
Khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai pejabat Pemerintah yang menjadi

dasar penunjukannya.

2.2 Sejarah Singkat Notaris

Timbulnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang
mengikat mengenai hubungan keperdataan yang ada dan atau terjadi masyarakat.
Ketika Kaisar Yustianus (Romawi) berknasa, beliau mulai memikirkan tentang
adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai
lagi dikarenakan = perkembangan masyarakat, perjanjian-pefjanjian yang
dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks.

Seeara etimologi kata Notaris berasal dari notarius untuk tunggal dan
notarii untuk jamak. notarius memmpakan istilah yang digunakan oleh masyarakat
Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun
fungsi notarius pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi notaris pada saat ini.

Arti nama noftaries secara lambat laun berubah dari arti semuia. Pada abad
kedua dan ketiga sesudah Masehi, yang dinamakan notgrii adalah orang-orang
yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisam cepat di
dalam menjalankan pekerjaan mereka. Pada hakekatnya pekerjaan tersebut
disamakan dengan srenografen.

Kemudian pada abad kelima dan keenam, sebutan notarius diberikan
kepada penulis atau sekretaris raja. Sedangkan pada akhir abad kelima, sebutan

notarius diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan
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undang di bidang notariat. Untuk pertama kalinya berdasarkan undang-undang
tersebut terjadilah pelembagaan dari notariat yang dimulai di Perancis. Tujuan
utama dari pelembagaan notariat adalah untuk memberikan jaminan yang lebih
baik bagi kepentingan masyarakat.

Pada abad ke- 13, akta yang dibuat oleh notads bersifat sebagai akta umum
yang diakui dan di abad ke-15 akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian
tetapi hal ini tidak diakui secara umum.

Kekuatan eksekusi akta notaris fidak dijumpai dalam perundang-undangan
Hukum Belanda Kuno (Oua’- Nederlans) hingga berlakunya undang-undang
Perancis yang dinamakan Venfose Wet (Undang-Undang Nomor 25 Ventose an
XI) yaitu sekitar tahun 1803 yang mengatur tentang Loi organique du Notariat.
Ventose Wet kemudian diberlakukan di Negara-negara yang menjadi tanah jajahan
Perancis termasuk Belanda. Dengan amanat (decreet) Raja tertanggal 8 November
1810, Ventose Wet yang memuat peraturan tentang notariat di Perancis
diberlakukan di Belanda. Ketentuan ini menjadi landasan hukum pemberlakukan
hukum Perancis tentang notariat di Belanda.

Ketika Nederlands merdeka dari Perancis pada tahun 1813, Ventose Wet
tetap berlaku namun scinng perkembangan zaman rakyat Nederlands
menghendaki pembaharuan dalam bidang notariat. Perundang-undangan yang
kemudian berlaku adalah De Wer op het Notarisambt yang diundangkan pada
tanggal 9 Juli 1942, meskipun demikian Ventose Wer tidak dikesampingkan
karena apa yang bermanfaat dan berguna dar Ventose Wet diakomodir oleh
hukum Belanda.

Secara historis Ventose Wet mcrupakan sumber dari De Wet op het
Notarisambt yang selanjutnya berdasarkan atas asas concordantie lahirlah yang
dikenal Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie atau lebih familiar
disebut dengan Pcraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang mulai berlaku pada
tahun 1860 dengan Staatsblad 1860 Nomor 3. _

Indonesia sebagai bagian dari jajahan Belanda sebelum dilakukan
pengaturan melalul peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

notariat tcrsebut ternyata telah ada apa yang disebut notaris. Pada permulaan abad
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surat keputusan yang bertujuan mengadakan peremajaan di kalangan para notaris.
Perjalanan notaris di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan
perkembangan Negara dan bangsa Indonesia. Sejarah kontempor Indonesia
meneatat pada era reformasi terjadi perubahan lembaga notariat yang cukup
signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintah
mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
(UUIN). UUJN merupakan pengganti Peraturan Jabatan Notariat (Stb. 1860-3)
dan Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) yang mgrupakan
peraturan Pemerintah Kolonial Belanda.

2.3 Peraturan Perpajakan Bagi Notaris Dan PPAT

Mengenai pengaturan perpajakan yang serng berkaitan dengan kegiatan
sehari-hari bagi Notaris dan PPAT dapat ditemukan dalam:

2.3.1 Undang-Undang Republik Indonesia (UU} Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pada tahun 1983, Pemerintah mengundangkan ketentuan umum dan tata
cara perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Seiring
perkembangan ekonomi, sosial dan politik serta teknologi informasi maka
Pemerintah mengadakan perubahan Undang-Undang mengenai ketentuan umum
dan tata cara perpajakan, di mana hingga tahun 2007 telah diubah sebanyak empat
kali.

Perubahan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada
wajib pajak, meningkatkan kepastian dan pencgakan hukum, mengantisipasi
kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentwan material
dibidang perpajakan, meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan,
meningkatkan ketcrbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan
sukarela wajib pajak.

Undang-undang ini mnengatur mengenai ketentuan umum dan tata eara

perpajakan yang secara prinsip diberlakukan terhadap undang-undang pajak
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Karena desakan kebutuhan dengan makin banyaknya perusahaan yang
didirikan di Indonesia seperti perkebunan-perkebunan (ondememing), pada tahun
1925 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 (Ordonantie op de
Vennootschapbelasting) yakni pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan,
yang terkenal dengan nama PPs (Pajak Perseroan). Ordonansi ini telah mengalami
beberapa kali perubahan dan penyempumaan antara lain dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempumaan Tata cara
Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan
tahun 1925 yang dalam praktek lebih dikenal dengan Undang-Undang MPO dan
MPS. Perubah'aﬁ penting lainnya adalah denpan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1970 dimana fungsi pajak mengatur atau regulerend dimasukkan ke dalam
Ordonansi PPs 1925., khususnya tentang ketentuan "fax holiday".

Ordonansi PPs 1925 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1983,
yakni pada saat diadakannya tax reform, Pada awal tahun 1925-an yakni dengan
mulai berlakunya Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan dengan perkembangan
pajak pendapatan” dx Negeri Belanda, maka timbul kebutuhan untuk merevisi
Ordonansi Pajak Pendapatan 1920, yakni dengan ditetapkannnya Ordonasi Pajak
Pendapatan tzhun 1932 (Ordonantie op de Incomstenbelasting 1932, Staatsblad
1932, No.111) yang dikenakan kepada orang pnbadi (Personal Income Tax).
Asas-asas pajak penghasilan telah diterapkan kepada penduduk Indonesia dan
terhadap bukan penduduk Indonesia hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang
dihasilkannnya di Indonesia. Ordonansi ini juga telah mengenal asas sumber dan
asas domisili,

Dengan makin banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, maka
kebutuhan akan mengenakan pajak terhadap pendapatan karyawan perusahaan
muncul. Maka pada tahun 1935 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Pajak Upah
(loonbelasting) yang memberi kewajiban kepada majikan untuk memotong Pajak
Upah atau gaji pegawai yang mempunyat tarif progresif dari 0% (nol persen)
sampai dengan 15% (lima belas persen). Pada zaman Perang Dunia il
diberlakukan Oorlogsbelasting (Pajak Pcrang) menpgantikan ordonansi yang ada
dan pada tahun 1946 diganti dengan nama Overgangsbelasting (Pajak Peralihan).
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Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan seperti
Zaji, upah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja atau imbalan dalam
bentuk Jainnya adalah objek pajak. Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya
termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakikatnya merupakan

penghasilan.

Berdasarkan kriteria subyeklif dan kriteria obyektif tersebut, kita dapat

mengetahui bahwa Notaris dan PPAT merupakan wajib pajak .

Pasal-pasal dalam Undang-Undang yang berhubungan dengan pajak

penghasilan Notaris dan PPAT adalah:

1.

Ly

Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan
berupa gaji, upah, honorafium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama
apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri
sechubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukannya oleh pemberi kerja. Notaris dan PPAT sebagai penerima honor
diwajibkan dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan pasal ini.

Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 21 angka 1 huruf a Undang-Undang
ini, Notaris_dan PPAT sebagai pembayar gaji, upah dan honorarium atas
imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya
dapat melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh oleh karyawannya.
Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan merupakan pajak
penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
Notaris dan PPAT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau
penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal
21.
Pasal 25

Pasal ini mengatur tentang pembayaran angsuran Pajak Penghasilan
Notaris dan PPAT, yaitu besarnya angsuran pajak dalam lahun pajak berjalan
yang harus dibayar sendiri oleh Notaris dan PPAT untuk setiap bulan adalah
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politik, maka Pemerintah mengadakan perubahan-perubahan terhadap Undang-
Undang mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan
atas barang mewah, di mana hingga tahun 2000 telah diubah sebanyak dua kali.
Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih
adil dan sederhana, memberikan kepastian hukum serta mengamankan dan
meningkatkan penerimaan negara,

Undang-Undang ini mengatur mengenai ketentuan umum pajak
pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah,
pengukuhan pengusaha kena pajak, objek pajak, tarif dan cara menghitung pajak,
saat dan tempat pajak terutang dan laporan perhitungan pajak, ketentuan khusus,
ketentuan lain-lain, dan ketentuan peralihan.

Menurut Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Jasa adalah setiap kegiatan
pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau pebuatan hukum yang menyebabkan
suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai.
Berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap jasa Notaris dapat dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).

2.3.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak
atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dipungut berdasarkan Undang-
undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2000. Pajak ini bukan merupakan jenis pajak baru, karena pada
masa lalu sebenarmya telah ada pungutan pajak ini dengan nama Bea Balik Nama
(BBN) atas tanah berdasarkan Ordonansi BBN Staatsblad 1924 Nomor 291. BBN
dipungut atas setiap perjanjian pemindahan hak atas harta tetap yang ada di
wilayah Indonesia, termasuk peralihan harta karena hibah wasiat yang
ditinggalkan oleh orang-orang yang yang bertempat tinggal terakhir di Indonesia.

Namun, sejak tahun 1961, BBN tidak dipungut lagi karena hak-hak atas
tanah dengan titel barat, sebagai objek BBN, telah dihapus dan dikonversi dengan
hak-hak atas tanah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 jo

Peraturan Pemerintah Tahun 1961 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan
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pengurangan, pengembalian kelebihan pembayaran, pembagian hasil penerimaan
pajak, ketentuan bagi pejabat, ketentuan penutup.

Dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pejabat
Pembuat Akta Tanah atau Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan
hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti
pembayaran pajak berupa foto kopi Surat Setoran Pajak Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan serta menunjukkan aslinya,

2.3.5 Undang-Undang Republik Indenesia Nomor 12 Tahun 1994 teﬁtang Pajak

Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan-Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak objektif yang
mulai berlaku sejak Januari 1986 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. Jenis pajak ini bukanlah tergolong jenis
pajak baru karena pada dasarnya terdapat jenis pajak yang memiliki kesesuaian
dengan PBB vyang telah lama dikenal dan dikenakan jauh sebelum
diundangkannya Undang-undang Nomeor 12 Tahun 1985.

Seeara umuri latar belakang sejarah ke-PBB-an terbagi menjadi tiga bagian
yaitu masa sebelum penjajahan, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan. Pada
masa sebelum penjajahan, pajak atas tanah telah dikenal sejak zaman kerajaan-
kerajaan Hindu berkuasa di Nusantara dengan nama drwyahaji. Salah satu
kerajaan besar di masa lalu, Mataram, dalam sejarah disebutkan telah menerapkan
tanah pertanian sebagai objek pajak. Saat itu pajaknya dipungut berdasarkan luas
tanah. Selain di Jawa, di kerajaan Aceh dikenal pula pungutan atas tanah ladang
yang dikenal dengan istilah wase tanah disamping pungutan-pungutan lainnya.

Pada masa penjajahan, dikenal adanya jenis pajak bumi yang disebut Lard
Rent. Jenis pajak ini diperkenalkan oleh Sir Stanford Rafles, seorang Guberur
Jenderal Inggris di Indonesia pada tahun 1811 sampai dengan tahun 1816. Land
Rent dikenakan terhadap semua jenis tanah produktif dan wajib pajaknya adalah
desa (kepala desa) bukan perseorangan, karena para kepala desa dianggap sebagai

penyewa yang harus membayar sewa tanah. Besarnya tarif Land Rent bervariasi
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7. Undang-undang Nomor 11 Prp. Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi.

Pada tahun 1985, Pemerintah mengundangkan ketentuan mengenai Pajak
Bumi dan Bangunan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985.
Pemberlakvan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 teniang Pajak Bumi dan
Bangunan didasari pemikiran antara lain bahwa bumi dan bangunan memberikan
keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau
badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya, oleh
sebab ity wajar apabila kepada mereka di wajibkan memberikan sebagian dari
manfaat atau kenikmatan yang perolehnya kepada negara melalui pajak.
Kesederhanaan pengenaan PBB antara lain tereermin dari pemberlakuan tarif
tunggal 0,5% dan dasar pengenaan pajak yang hanya satu jenis, yaitu Nilal Jual
Objek Pajak (NJOP). Pelaksanaan reformasi di bidang pajak atas tanah dan
bangunan disamping berupaya menyederhanakan berbagai pungutan pajak atas
tanah dan bangunan juga tetap memberikan tekanan terhadap upaya untuk
meningkatkan penerimaan dan memperhatikan aspek keadilan serta
meminimalkan dampak terhadap distorsi kegiatan ekonomi dan sosial mengingat
PBB merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap hampir seluruh lapisan
masyarakat. PBB merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah
mengingat PBB adalah penerimaan pajak Pusat yang keselumihan hasilnya
diserahkan kepada Daerah. Dalam APBD, penerimaan PBB tersebut dimasukkan
dalam kelompok penerimaan bagian Daerah dari bagi hasil pajak. Namun
demikian, PBB termasuk jenis pajak yang sulit dalam pengadministrasiannya dan
mempunyai efisiensi pemungutan yang rendah karena jumlah objek pajak yang
cukup banyak, mencapai kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) juta objek pajak.
Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya disadari bahwa penyempurnaan sistem
pemungutan merupakan prioritas dalam upaya meningkatkan penerimaan PBB.

Seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya jumlah
objek pajak serta untuk menyetarakan pengenaan pajak, maka Pemerintah
mengadakan perubahan-perubahan terhadap Undang-Undang mengenai pajak
bumi dan bangunan, di mana hingga tahun 1994 baru diubah sebanyak satu kali.

Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keadilan dalam pengenaan
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Pada saat tegadi pengosongan kekuasaan (Vacuum of Power) yang
disebabkan karena Jepang menyerah kepada sekutu, Bangsa Indonesia
memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan pada
tanggal 17 Agustus 1945. Berdasarkan kebijakan pemerintah Republik Indonesia,
“Zaimuba” diganti menjadi Inspeksi Keuangan untuk seluruh Wilayah Republik
Indonesia. Untuk daerah Jawa Barat dibentuk Inspeksi Keuangan Bandung yang
kantornya berkedudukan di Gedung Concordia {Gedung Merdeka) yang berlokasi
di Jalan Asia Afrika Bandung. Wilayah kerja Inspeksi Keuvangan Bandung
meliputi Swantantra II Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung,l Kabupaten
Sumedang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis
dan Banjar.

Pada tanggal 2] Juli 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I,
kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Kabupaten Soreang dengan
alasan agar keamanan tidak terganggu. Tetapi karena revolusi yang
berkepanjangan maka peperangan tidak dapat dihindarkan. Pada saat Agresi
Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948, Ibukota Republik Indonesia
yang pada saat itu berada di Jogjakarta direbut oleh Belanda. Untuk menghindari
serangan tersebut, maka Inspeksi Keuangan B‘andung dipindahkan ke
Tasikmalaya. |

Dengan keadaan tersebut maka terbentuklah perbedaan tekms yang terbagi
menjadi dua bagian, yaitu:

1. Aliran Cooperatif
yaitu aliran yang mau bekerja sama dengan Pemerintah Belanda. Inspeksi
Keuangan Bandung termasuk aliran ini dan tetap berkedudukan di Bandung.

2. Aliran Non Cooperatif
Yaitu Aliran yang tidak mau bekerja sama dengan Pemerintah Belanda. Aliran
ini meliputi daerah Inspeksi Keuangan Paralon dengan daerah wewenang
meliputi Kabupaten Bekasi, Purwakarta dan Subang,

Setelah Pemerintahan Belanda mengakui kedaulatan Negara Indonesia,
maka Kantor Inspeksi Keuangan yang berkedudukan di Tasikmalaya bergabung
kembali dengan Kantor Inspeksi Keuangan yang berada di Bandung yang pada
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. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur yang beralamat di Jalan Kiara

Condong Nomor 372 Bandung.

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat yang beralamat di Jalan Soekarno

Hatta Nomor 216 Bandung.

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah yang beralamat di Jalan Kiara

Pumawarman Nomor 21 Bandung.

Kantor Pelayanan Pajak Cimahi yang beralamat di Jalan Raya Barat Cimahi.
Kemudian pada tanggal 29 Maret 1994 berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994, Kantor Pelayanan Pajak se-Bandung

Raya dan Cimahi berubah menjadi lima bagian, yaitu:

1.

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees;

2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega;
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying;
4,

5. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cimahi.

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara;

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/21001

tanggal 23 Juli 2001, Kantor Pelayanan Pajak se-Bandung Raya dan Cimahi

dibagi menjadi enam bagian yaitu:

1.

!\J

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, beralamat di Jalan Kiara Condong
Nomor 327 Bandung;

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying, beralamat di Jalan
Punawarman Nomor 21 Bandung;

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega, beralamat di Jalan Soekarno
Hatta Nomor 216 Bandung;

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cimahi, beralamat di Jalan Raya Barat
Nomor 574 Cimahi;

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara, beralamat di Jalan Cipaganti
Nomor 155 — 157 Bandung yang sejak Januari 2002 pindah ke Jalan Asia
Afrika Nomor 114 Bandung,;

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas, yang beralamat di Jalan Sockarno

Hatta Nomor 781 Bandung.
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Sedangkan misi Kantor Pelayanan Pajak meliputi:
1. Misi Fiskal
yaitu mengimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu
menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang
Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.
2. Misi Ekonomi
yaitu mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalah
ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang minimizing.
3. Misi Politik
yaitu mendukung proses demokratisasi bangsa.
4. Misi Kelembagaan
yaitu senantiasa memperbaharui diri selaras dengan aspirasi masyarakat dan

demokrai perpajakan serta adminisirasi perpajakan mutakhir,

2.4.3 Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak

Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak yaitu memungut pajak kepada Wajib
Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, Pajak yang dipungut oleh
Kantor Pelayanan Pajak untuk mencapai target penerimaan yang telah ditentukan
oleh Dirjen Piajak. Dalam melakukan pemungutian, Kantor Pelayanan Pajak
menggunakan asas pelayanan yaitu keterbukaan, kesederhanaan, kepastian,

keadilan, keamanan, dan kenyamanan,

2.5 Pendaftaran Sebagai Wajib Pajak

Pendaftaran sebagai wajib pajak mcrupakan langkah awal bagi scorang
wajib pajak dalam hal int Notaris dan PPAT sebelum bisa melaksanakan
kewajibannya untuk membayar pajak. Ketentuan pendaftaran sebagai wajib pajak
pada umumnya dan yang berfaku di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Bandung Bojonagara meliputi:
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2.6 Peranan Notaris Dan PPAT Dalam Bidang Perpajakan
2.6.1 Notaris dan PPAT sebagai Wajib Pajak Pribadi

Notaris dan PPAT yang telah memiliki penghasilan setahun minimal Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) maka wajib membayar pajak penghasilan
(PPh) setelah dikurangi pendapatan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan
ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
atau disingkat dengan UU PPh.

Notaris dan PPAT sebagai subyek pajak penghasilan Pasal 21 harus
dibedakan terlebih dahulu apakah mereka bekerja seeara perorangan atau
memiliki karyawan. Notaris dan PPAT yang bekerja atas perorangan, dalam arti
tidak memiliki karyawan dan tidak memotong Pajak Penghasilan 21 maka
dikenakan tarif sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) terhadap penghasilan yang
diterimanya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor: 15/PJ/2006 tentang Perubahan Keputusan Direkiur Jenderal Pajak Nomor
Kep-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan
Pelaporan Pajak Penéﬁas_ilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan
Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Namun apabila Notaris dan PPAT tersebut memiliki klien badan hukum
seperti PT (Perseroan Terbatas) atau memiliki karyawan maka terhadap
penghasilan yang diterimanya dilakukan pemotongan sebesar 2% (dua persen)
atas imbalan sehubungan dengan jasa konsultan hukum yang dilakukan oleh
Notaris dan PPAT selain dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dalam hal Notaris dan PPAT yang menerima atau memperoleh penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf ¢ Angka 1 tidak memiliki
NPWP, maka besamya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus
persen) daripada 2% (dua persen) yaitu sebesar 4% (cmpat persen).

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan
dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang

bersangkutan. Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang
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Lapisan Penghasilan kena Pajak
(Rp)
Rp 0 s/d 50.000.000,00 5% (lima persen)
>Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00 15% (lima belas persen)
>Rp 250.000.000,00 s/d@ Rp 500.000.000,00 | 25% (dua puluh lima persen)
> Rp 500.000.000,00 30% (tiga puluh persen)

Tarif

Contoh cara perhitungan Pajak Penghasilan bagi Notaris yang bekerja
memberikan jasa selaku pribadi dengan klien badan usaha:

Seorang Notaris pada bulan Juni 2009 menerima fee sebesar Rp
100.000.000,00 dari PT. ABC scbagai imbalan pemberian jasa yang
dilakukannya, dan selanjutnya pada bulan November 2009 menerima

pelunasan sisa fee sebesar Rp 50.000.000,00.

Pada pembayaran pertama (Rp 100.000.000,00) kepada Notaris di bulan Juni
2009 dipotong pajak penghasilan sebagai benkut:
Rp 100.000.000,00 x 50% x 5% = Rp 2.500.000,00.

Sedangkan pada pembayaran kedua (Rp 50.000.000,00) di bulan November
2009 dipotong pajak penghasilan sebagat berikut:
Rp 50.000.000,00 x 50% x 15% = Rp3.750.000,00.

Secara rinei penghitungan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
Bulan Juni 2009:

Penghasilan Bruto = Rp 100.000.000,00

Dasar Pemotongan = (50% x Rp 100.000.000,00) = Rp 50.000.000,00

Dasar Pemotongan Akumulatif = Rp 50.000.000,00,00

Pajak Penghasilan 21 terutang = 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
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tahun pajak yang bersangkutan. Apabila Notaris dan PPAT menggunakan

norma penghitungan maka Notaris dan PPAT tersebut tidak wajib

menyelenggarakan pembukuan tetapi harus menyelenggarakan pencatatan
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan.

Yang dimaksud dengan pencatatan adalah pengumpulan data secara
teratur tentang peredaran atau penenmaan bruto danfatau penghasilan bruto
sebapai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk
penghasilan yang bukan objek pajak danfatau yang dikenai pajak yang bersifat
final. Nampak bahwa kegiatan pencatatan ini jauh lebih sederhana
dibandingkan kalau menyelenggarakan pembukuan.

Peraturan pelaksanaan tentang norma penghitungan ini adalah
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-536/PJ/2000 tanggal 29
Desember 2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib
Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan
Norma Penghitungan. Ketentuan tentang norma penghitungan berdasarkan
aturan ini adalah sebagai berikut:

a. Wajib pajak . yang ménjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan
peredaran bruto sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau
lebih dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;

b. Wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan
peredaran bruto di bawah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Notaris
dan PPAT yang bersangkutan memilih menyelenggarakan Pembukuan;

c. Wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan
peredaran bruto di bawah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
dalam 1 (satu) tahun yang tidak memilih untuk menyelenggarakan
pembukuan, menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya
dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;

d. Wajib pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

wajlb memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan
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Adapun kelebihan menggunakan norma penghitungan adalah adanya
kemudahan dalam praktek penghitungan pajak. Notaris dan PPAT tidak perlu
mengeluarkan biaya besar untuk menyelenggarakan pembukuan. Keuntungan
yang lain adalah adanya kemudahan dalam menghitung Pajak Penghasilan.
Sementara itu, terdapat dua kelemahan menggunakan tarif norma ini. Pertama,
norma penghifungan tidak mengenal kerugian. Artinya, walaupun
kenyataannya rugi, dengan penghitungan norma Wajib Pajak dianggap
mengalami keuntungan. Kedua, tidak adanya kompensasi rugi tahun-tahun

sebelumnya.

Sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Pajak
Penghasilan, maka Nc;:raris dan PPAT wajib membuat laporan pajak setiap bulan.
Selain itu, Notaris dan PPAT juga diwajibkan membuat SPT rampung setahun
sekali sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan. SPT
rampung yang dimaksud adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
dengan formulir (Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Form
1770). SPT Tahunan im dilaporkan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah
tahun pajak berakhir, Jadi misalkan untuk melaporkan pajak tahun 2009 ini, maka
SPT Tahunan Paling lambat harus dilaporkan tanggal 31 Maret 2010. Pelaporan
pajak tersebut dilakukan dalam rangka mendukung validasi data penerimaan pajak
penghasilan Pasal 21 dan Pasal 28/29 orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tujuh orang Notaris dan PPAT di
kotamadya Bandung, mereka menyadari bahwa mereka memiliki peranan yang
cukup besar bagi penerimaan pajak di Kantor Pelayananan Pajak Pratama
Bandung Bojonagara. Jumlah Notaris dan PPAT yang terdaftar di Kantor
Pelayananan Pajak Pratama Bandung Bojonagara adalah sebanyak 119 (seratus
sembilan belas) orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat pajak pada
Kantor Pelayananan Pajak Pratama Bandung Bojonagara dikatakan bahwa dalam
hal pelaksanaan ketentuan perpajakan, para Notaris dan PPAT memiliki peranan
dalam mendukung upaya peningkatan kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan yang berujung pada tercapainya target penerimaan pajak. Peningkatan
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Penghasilan yang dapat dipotong oleh Notaris dan PPAT terhadap

karyawannya meliputi:

1.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah,
honorarium, uang lembur, premi asuransi yang dibayar Notaris dan PPAT dan
penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun;
Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa tunjangan
cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan
penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya
dibayarkan sekali dalam setahun;
Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;

Namun terdapat penghasilan karyawan Notaris dan PPAT yang tidak

termasuk dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yakni:

1.

Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa
pun yang diberikan oleh Pemerintah dan wajib pajak;
Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tclah
disahkan Mentcri Keuangan serta Jamsostek yang dibayar oleh Notaris dan
PPAT;
Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa
pun yang diberikan oleh Pemerintah;
Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh Notaris dan PPAT.

Para Notaris dan PPAT sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

memiliki kewajiban sebagai berikut:

1.

Memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (KP.PPh.2.1/BP-
95) baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak
kepada orang pribadi bukan sebagai karyawan tetap, dan penerima pesangon;
Memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan (form
1721-A2) kepada karyawan tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dalam
wakiu dua bulan setelah tahun takwim berakhir;
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pajak
Penghasilan kena pajak =Rp 2.160.000,00
> Pajak yang harus dibayar adalah 5% x Rp 2.160.000,00 = Rp 108.000,00

2.6.3 Notaris sebagai Wajib Pungut atas Pajak Pertambahan Nilai

Notaris sebagai pemungut pajak dapat mengenakan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) kepada kliennya atas jasanya sebesar 10% (sepuluh persen). Dasar
hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah serta Surat Eda'.fan'Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ.3/1989
tentang Pengukuhan Notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak (Seri PPN-142)

Berdasarkan hasil wawaneara dengan aparat pajak di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Bojonagara yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2010 diperoleh
informasi bahwa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara
Walaupun terjadi penurunan dari penerimaan pajak pertambahan nilai, namun
pajak pertambahan nilai atas jasa Notaris dan PPAT dari tahun 2008 ke 2009
meningkat sebesar Rp 6.584.600 atau sebesar 5 % {lima persen). Hal ini
dikarenakan Notaris telah melaksanakan ketentuan Undang-Undang mengenai
Pajak Pertambahan Nilai.

2.6.4 PPAT Membantu Klien dalam Pelaksanaan Kewajiban Membayar Pajak

Sehubungan dengan Pembuatan Akta Peralihan Hak atas Tanah

Sesuai ketentuan Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
dinyatakan bahwa PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-
dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak
tersebut. Dokumen-dokumen tersebut antara lain bukti pelunasan pembayaran

BPHTB dan pajak penghasilan. Sehubungan dengan hal tersebut maka sebelum
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1. Penjualan, iukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak,
penyerahan hak, lelang, hibah, alau cara lain yang discpakali dengan pihak
lain selain pemerintah;

2. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang
disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk
pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan
khusus;

3. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain
kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum
yang memerlukan persyaratan khusus.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994,
besamya tarif Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pihak selain pemerintah dan kepada
pemerintah guna kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus
adalah adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto milai pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan. Khusus untuk pengalihan rumah sederhana dan
rumah susun sederhana oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan
pengalihan hak atas tanah ‘dan/atau bangunan, tarifnya adalah 1% (satu persen)
dan jumlah bruto nilai pengalihan.

Adapun yang dimaksud dengan milai pengalihan hak adalah nilai yang
tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagainiana dimaksud
dalam Undang-Undang PBB, kecuali:

1. Pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat
yang bersangkutan;

2. Pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Staatsblad Tahun 1908 Nomor
189 dengan segala pcrubahannya) adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994,
pembayaran Pajak Penghasilan atas transasksi pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan bersifat final untuk semua Wajib Pajak, baik itu Wajib Pajak Badan
atau Wajib Pajak Orang Pribadi. Sifat final ini juga berlaku baik bagi Wajib Pajak
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Mekanisme pelunasan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan kepada pihak selain pemerintah berdasarkan Pasal 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994, adalah sebagai berikut:

1.

L)

Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari
pengalihan hak atas tanah dan/atan bangunan, wajib membayar sendiri PPh
Final yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum akta,
keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;

Orang pribadi atan badan yang melakukan pembayaran sendiri Pajak

Penghasilan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama

. tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pengalihan hak atas tanah

dan/atau bangunan atau diterimanya pembayaran;

Pejabat yang berwenang hanya menanda tangani akta, keputusan, perjanjian,
kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan apabila kepadanya dibuktikan oleh Orang pribadi atau badan yang
melakukan pengalihan bahwa kewajiban pembayaran PPh Final telah dipenuhi
dengan menyerahkan fotokopi SSP dengan menunjukan aslinya;

Pejabat -yang befwenang menandatangani akta, keputusan, perjanjian,
kesepakatan atau risalah lelang wajib menyampaikan laporan bulanan
mengenai penerbitan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah
lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Direktur
Jenderal Pajak;

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Notaris, Pejabat
Pembuat Akta Tanah, Camat, Pejabat Lelang, atau pejabat lain yang diberi

wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6.4.2 Kewajiban Klien Membayar BPHTB

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan atau BPHTB diatur di

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang

perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah Dan Bangunan. BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas
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k. Peleburan usaha, yaitu penggabungan dari dua atau lebih badan usaha
dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan
usaha yang bergabung tersebut;

. Pemekaran usaha, yaitu pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan
usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan
mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut
yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama;

m. Hadiah, yaitu suatu perbuatan hukumn berupa penyerahan hak atas tanah
dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum
kepada penerima hadiah.

2. Pemberian hak baru karcna:

a. Kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi
atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak;

b. Di lvar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang
pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas
tanah dan atau bangunan. Subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban membayar
BPHTB menurut perundang-undangan perpajakan yang menjadi Wajib Pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang BPHTB, DPP atau Dasar
pengenaan Pajak BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak atau disingkat
menjadi NPOP. NPOP dapat berbentuk harga transaksi dan nilai pasar. NPOP
berdasarkan harga transaksi berlaku untuk jual beli dan penujukan pembeli dalam
lelang.

Sedangkan NPOP berdasarkan harga pasar berlaku untuk tukar-mnenukar,
hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena
pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuvatan hukum tetap, pemberian
hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pclepasan hak, pemberian hak baru
alas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha,
pemekaran usaha, hadiah. Jika nilat NPOP tidak diketahui atau lebih kecil dari
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14. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya akta;
15. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
Cara menentukan Besarnya BPHTB adalah®

1. Tarif BPHTB adalah sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena
Pajak.

2. Nilai perolehan objek pajak atau NPOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar
Rp. 60.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang sewaktu-waktu besamya
dapat dirubah oleh peraturan pemerintah. Sedangkan khusus untuk perolehan
karena hak waris dalam satu dahar, sedarah atau keturunan garis lurus satu
derajat ke atas atau ke bawah dengan pemberian hibah termasuk istri atau
suarmni NJOPTKP atau Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah sebesar
Rp 300.000.000,00

3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) adalah nilai perolehan
objek pajak (NPOP) dikurangi dengan nilai perolehan onjek pajak tidak kena
pajak.

4. Besar pajak terutang BPHTB adalah didapat dengan cara mengalikan tarif
pajak dengan nilai perolehan onjek pajak kena pajak (NPOPKP).

Tata Cara Pembayaran BPHTB adalah:®

1. Wajib pajak membayar psjak BPHTB yang terutang tidak didasarkan pada
surat ketetapan pajak atau SKP, melainkan dengan cara menghitung dan
membayar sendiri pajak terutang dengan mengisi Surat Setoran Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan atau Bangunan atau disingkat SSB.

2. Pajak yang terutang dapat dibayar di Bank atau Kantor Pos Persepsi di
wilayah Kotamadya yang meliputi letak tanah dan atau bangunan dengan SSB.
Tempat terutang pajak adalah di wilayah kabupaten, kota atau propinsi yang
meliputi letak tanah dan bangunan. SSB dapat diperoleh di Kantor Pelayanan
Pajak.

¥ Godaméd, “Pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanali dan Bangunan / BPHTB -
Penjelasan, Anti Definisi, Pembayaran, Sanksi, Perhitungan, Dsb™
<htip://organisasi.ore/pengertian-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan-bphtb-penjelasan-
ari-definisi-pembayaran-sanksi-perhitungan-dsb>. Diakses 30 Juni 2010.

? Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Bandung Bojonagara pada tanggal 10 Maret 2010.
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Nomor: 636/KMK.04/1997 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) dan Dirjen Pajak Nomor: 2
Tahun 1998 dan Nomor: Kep-179/PJ/1998 adalah dikenakan denda administrasi.

Terkait dengan pembuatan akta perolehan hak atas tanah, PPAT diwajibkan
melaporkan pembuatan akta perolehan hak atas tanah kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara selambat-lambatnya pada tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya dan tembusannya dikirimkan ke Kepala Dinas/Sub
Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan PPAT. Laporan dari PPAT akan digunakan oleh KPP sebagai penentuan
NJOP dengan data pasar.

2.6.5 Notaris dan PPAT Memberikan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum
Perpajakan'’

Penyuluhan dan sosialisasi hukum dilakukan oleh Notaris dan
PPAT kepada masyarakat dalam upaya memherikan pemahaman tentang manfaat
dan permasalahan seputar topik-topik yang berkaitan dengan hukum perpajakan
pada saat yang bersangkutan menghadap Notaris dan PPAT sehubungan dengan
pembuatan akta atas perbuatan hukum yang akan dilakukannya atau peristiwa
hukum yang terjadi.

Penyuluhan dan sosialisasi hukum yang biasa diberikan oleh Notaris dan
PPAT sehubungan dengan hukum perpajakan antara lain mengenai ketentuan
kepemilikan NPWP, jenis dan proses perhitungan pajak terkait dengan pembuatan
akla tanah seperti PBB, PPh dan BPHTB.

Contoh penyuluhan hukum yang dilakukan dan Notaris PPAT dalam
rangka proses pembuatan akta jual beli kepada klien yaitu mulai dari proses
pemhuatan akta jual beli hingga proses pendaftarannya di Kantor Pertanahan

sebagai berikut:

" Hasil wawancara dengan fujuh orang Notaris dan PPAT pada Tanggal 8 — 12 Maret
2010.
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b. Pembuatan Akta Jual Beli

1)

2)

3

4

3)

6)

Pembuatan akta harus dihadin oleh penjual dan calon pembeli atau
orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis;

Pembuatan akta harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang
saksi:

Pejabat pembuat Akta Tanah membacakan akta dan menjelaskan
mengenai isi dan maksud pembuatan akta;

Bila isi akta telah disetujui oleh penjual dan calon pembeli maka akta
ditandatangani oleh penjual, calon pembeli, saksi-saksi dan Pejabat
Pembuat Akta Tanah;

Akta dibuat dua lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan
satu lembar lainnya disampaikan ke Kantor Pertanahan untuk
keperluan pendaftaran (balik nama).

Kepada penjual dan pembeli masing-masing diberikan salinannya.

3. Langkah selanjutnya setelah selesai pembuatan Akta Jual Beli

a.

Setelah selesai pembuatan Akta Jual Beli, PPAT kemudian menyerahkan
berkas Akta Jual Beli ke Kantor Pertanahan untuk keperluan balik nama
sertifikat; ' .

b. Penyerahan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak

o »

o & 0

b

ditandatanganinya akta tersebut.
4. Berkas yang diserahkan Kantor Pertanahan, meliputi:

Surat permohonan balik nama yang ditandatangani oleh pembeli;
Akta jual beli PPAT,;

Sertifikat hak atas tanah,;

Kartu Tanda Penduduk (KTP) pembeli dan penjual;

Bukti pelunasan pembayaraan Pajak Penghasilan (PPh);

Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan.

5. Prosesnya selanjutnya di Kantor Pertanahan

a.

Setelah berkas disampaikan ke Kantor Pertanahan, Kantor Pertanahan

memberikan tanda bukti penerimaan permohonan balik nama kepada
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3. Membuat SPT rampung setahun sekali

Setiap tahunnya para Notaris dan PPAT sebagai wajib pajak orang
pribadi wajib melaporkan penghasilan mereka paling lambat tanggal pada
tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Apabila pajak yang terutang untuk suatu
tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1). Kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus
dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan
disampaikan. Hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Pajak
Penghasilan.

Selain itu, Notaris dan PPAT sebagai perpanjangan tangan pemerintah turut

serta melakukan upaya untuk mengefektifkan pembayaran pajak, yaitu:

1.

[

Memberikan bukti pemotongan pajak kepada wajib pajak lainnya

Notaris dan PPAT yang melakukan pemotongan pajak, diwajibkan
memberikan bukti potong pajak tersebut kepada wajib pajak lainnya seperti
karyawannya yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan, dan bukti
pemotongan pajak pertambahan nilai atas jasanya yang dikenakan kepada
klien,

Memastikan klien melakukan pembayaran kewajiban pajaknya

Kegiatan ini berawal ketika klien datang ke Kantor PPAT sehubungan
dengan kepentingan pembuatan akta peralihan hak atas tanah. Upaya yang
dilakukan PPAT adalah membantu klien dalam menghitung kewajiban
pajaknya kemudian menjelaskan cara pembayarannya hingga pelaporannya ke
Kantor Pelayanan Pajak.

PPAT dapat memastikan kiien (pihak penjual dan pembeli) telah
melaksanakan kewajiban pajaknya melalui pengecekan SSP dan SSB di
Kantor Pelayanan Pajak. Bukti pembayaran pajak-pajak tersebut diperlukan
oleh PPAT untuk mengecek kebenaran data sebelum pcnandatanganan akta
peralihan hak atas tanah.

Meclakukan sosialiasi mengenai ketentuan perpajakan kepada klien
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Nolaris dan PPAT memiliki

wewenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dcngan
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3. Prosedur validasi SSP, SSB dan data tunggakan pajak yang lama

Dalam rangka pembuatan akta peralthan hak atas tanah, Notaris dan
PPAT harus terlebih dahulu memastikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh
kliennya telah disetor ke dalam kas negara. Untuk itu, Notaris dan PPAT harus
memperoleh validasi dari Kantor Pelayanan Pajak, namun seringkali dalam
memperoleh hasil validasi SSP, SSB dan data tunggakan pajak memakan
waktu yang Jama dan prosedur yang panjang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Notaris dan PPAT meminta bantuan

kepada aparat pajak di Kantor Pelayanan Pajak untuk mengatasi kesulitan yang

ditemukan seperti:

1.

Meminta informasi mengenal eara penentuan pajak yang tepat seperti
perhitungan pajak penghasilan, PBB dan BPHTB;

Mengajukan saran kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk mempermudah
proses validasi SSP, SSB dan data tunggakan pajak schingga dapat
memperlanear pembuatan akta peralihan hak atas tanah;

. Mengusulkan diadakan sosialisasi kepada seluruh Notaris dan PPAT se-

kotamadya Bandung dalam rangka pengoptimalan - penerimaan pajak
penghasilan, PBB dan BPHTB.
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BAB3
KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya,
maka dapat distmpulkan sebagai berikut:

1. Notaris dan PPAT dalam bidang perpajakan memiliki peran sebagai wajib
pajak pribadi dan sebagai pe;‘banjangan tangan pemerintah. Notaris dan PPAT
sebagai wajib pajak pribadi berkewajiban untuk membayar dan melaporkan
pajak atas penghasilannya kepada Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan peran
Notaris dan PPAT sebagai perpanjangan tangan pemerintah, antara lain
melakukan pemotongan pajak penghasilan atas karyawannya dan mengenakan
pajak pertan}bahan nilai kepada kliennya atas jasa yang diberikannya.

2. Upaya yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT untuk mengefektifkan
pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang, antara lain menyetorkan
pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, membuat laporan pajak
penghasilan setiap bulan, membuat SPT rampung setahun sekali dan
memberikan bukti pemotongan pajak kepada wajib pajak lainnya serta
melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada klien.

3. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak ternyata Notaris dan
PPAT menemukan kesulitan yaitu kurang memahami peraturan mengenai
ketentuan pajak, kurang lengkapnya dokumen pendukung (bukti setor pajak
oleh klien) sewaktu melaksanakan jabatannya dalam rangka membuat akta
peralihan hak atas tanah, dan lamanya proses validasi yang dilakukan oleh

Kantor Pelayanan Pajak. Sehubungan dengan kendala yang ditemukan maka

Notaris dan PPAT mengatasinya melalui cara meminta bantuan dari aparat
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Lexnber ke-1 unk ; Wajib Pajak
Lonber ke-2 untuk : Kaoror Peleyxnan Pajsk
. Lembar ke-3 imiuk : Pemolong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPIUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
NOMOR I ...ovnanneancnivanresansenssennonasas @
NPWP -t -e b Lyt e
Nama Wajib Pajak OO U PPN PPN cerreneranans Crrerareraraninnts
Alamat £y PP
Jumlsh - Perkiraano
No. Jenis Penghasilan Penghasilan Penghasilan Tarif PPh yang dipotong
Bruto Neto
1 (3 ) 4) _(8)
1. | Upah Harian, Mingguan,
Satuan, Borongan, Uang’ i
Saku Harian Rp. cceevvnninns ieveerneoiin 5% |24
2. | Hadigh atau Penghargaan . _ ~ Rp. covinrrninnnes PR
3. | Komist Perugas Dinas Luar .
Asuransi Rp.OO . o *) RP. eveneenisioscinnranrnssins
4. | Komisi Petugas Penjaja . ’
Barang Dagangan R o S *) RP. oovveensininicrnn s rins
5. | Komisi Distributor .
MLM/direct selling Rpcviiiiiies PR *) RP. corerereriisinn o
6. | Penarikan dana pada Dana .
Pensiun Rp. o _ _ *) 24+ T P
7. | Honorarium atau Imbalan _
lainnya |20, R g .4 : *) 11 O
8. | Honorarium atau Imbalan
Lainnya yang dibayarkan -
kepada Tenaga Ahli |3 MU b oo0oconcoacs - ers e % *) Rp.ceeiinnn rvrrerernsianar "
' JUMLAH C - RD. vevvenivnen reverennaee s
Terbilang : ...c.coo.n. e trevenvanensson O . revrseraraean TRPIPIPN
*} Lihat petunjuk pengisian
Perhan'm; 20 )
1. Jumiah Pajok Penghasilan Pesal 21 yang L e beip snnmenmsnns tarssnmnsansnm cusenas (i}
dipotong di alas menpakan Angsumn nins . :
Pajak Renghasitan yang 2 untuk . . Pemotong Polak o)
tehun pajak yang bersangkutan. Simpaniah WP . - - - -
dipcrhilungkon sebagni kredit pajak dalam N ..
Surnt Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Ama 3 ... veemen vnaeresnnrens crrreerennanenan revemmnennesns imeseennresnn
Orang Pribadi,
2. Bukli Pemotongan ini dianggap sah apabila
diis dengan lengknp dan benar. Tanda tangaa, nama dao cap
i
F.1.133.01
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(F.1.1.33.01)

Umum ;

(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP} |

(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dcnga.n urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
(3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang di potong PPh Pasal 21

(4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak

(5) Diisi dengdn identitas lengkap Pemotong Pajak

(6) Diisi dengan tanda tangan, narna dan cap Pemotong Pajak

Khusus :

Sesuai kelentuan Pasal 21 UU Pajak Penghasilan yang berlaku, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan Dalar Negeri yang
membayarkan obyek Pajak Penghasilan 21 kepada Orang Pribadi Dalam Negeri, herkewajlban memotong PPh Pasal 21.
Saat memotong Pajak Penghasilan, Pemotong Pajek membuat Bukti Pemotongan ini (F.1.1 33 01) dalam rangkap 3 (tiga) :

Lembarke 1 1 Untuk Wajib Pajak {Penerima Penghasilan)
Sebagai bukti bahwa penerima penghasilan telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, dan dapat
dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak.
Lembarke2 -: Ubiuk KPP
Melalui pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 (F.1.1.33.01) yang dilakukan oleh Pemotong Pajak.
Dalam SPT Masa PPh Pasal 21 tersebut, Bukti Pemotongan ini merpakan lampiran yang hérus
. disertakan dalam SPT Masa PPh Pasal 21.
Lembar ke.3 : . Untuk Pemotong Pajak
' Sebagai bukti bahwa Pemotong Pajak telah memenuhi kewnjibannya sesuai dengan Pasal 21 UU
Pajak Penghasilan yang berlaku {diarsipkan sesuai dengan nomor urut},

Kolom 1 1 No, eukup jelas
Kolom 2 1 Jenis Penghasilan
: - Diisi sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetomn, den Pelaporan PPh Pasal 21
dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjean, Jasa, den Kegintan QOrang Pribadi yang berlaku.
- Angka 2 *Upah Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangnya ditangguog Pemerintah™
adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap sampai dengan sebesar
Upah Minimum Propinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang PPh terutangnya
ditanggung pemerintah.
Kolom 3 . Jumlah Penghasilan Bruso
Diisi dengan besarnya penghasilan yang dibayarkan
Khusus untuk upah harian, mingguan, satuan, borongan, uang saku harian, apabila besamya
penghasilan bruto yang dibayarkan tidak lebih dari upah harian meksimum tidak kena pajak (sesuai
dengan Petunjuk Pelaksanann Pemotongan, Penyeloran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Ormang Pribadi yang berlaku), meka tidak
dipotong PPh Pasal 21.
Kolom 4 :  Perkiraqn Penghasilan Neto .
Diisi sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan
Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Omog Pribadi yang berlaku,
Kolom 5 ¢ Tarif
' Diisi sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan
Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, fasa, dan Kegiatan Orang Pribadi yang berlaku.
Upluk Penerima Honorarium, Peparikan luran Dana Pensiun pada Dana Pensiun dan Imbalan Lainnya
tidak perlu diisi, karena tanif yang dilerapkan sesuai dengan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan, yaitu :

Lapisan Penphasilan Kena Pajak Tarif
s/d 25 juta 5%
Diatas 25 juta s/d 50 juta 10 %
Diatas 50 juta s/d 100 jula 15%
Diatas 100 juta s/d 200 juta 25%
Diatas 200 juta 5%
Kolom 6 :  PPhyang dipatong

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 2| yang dipotong yaitu sebesar Tarif x Jumiah Penghasilan Bruia,
kecuoll untuk ienaga ahii adalak sebesar Tarif x Perkiraan Penghasilan Neto x Jumlah
Penghasilon Bruto.
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" Haminirt ket
ya dilampir:

P

i atau Lidak

1

Sesuni dengan keteniuan Pasal 3 ayat {7} UU Nomor 6 Tahun 158Y scbagai

Berhalian

SURAT PEMBERITAHUAN MASA FORMULIR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(SPT MASA PPN) 1 1 07
DEPARTEMEN KEUANGAN RI Bacalah terlebib dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN
DIREXTORAT JENDERAL PATAX Beri tanda X dalem |j yang sesuai
Nama PKP NewP : [1 -1 1]-[IT11-0O0-CFr13-C1 11
Alamat Masa [T ]sd [ T 3-C T 1 11
No. Telp. Pembewlan Ke: oo (i)
Usaha, ] waiib PPo BM
1 I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA .
5 A. Terutang PPN : DPP PPN
3 1. Ekspor Rp Q1
5 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut scndici Rp Rp {z]
g 3. Penyerahen yang PPN-nya dipungut oleh Panungul PPN Rp Rp €1
- g 4. Penyerahan yang PPN-nyn tidak dipungul Rp Rp {]
‘i 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengrnann PPN Rp Rp :
E Jumlah (LA.1+1.A2+LA 3+1A 4+L.A.5) Rp Rp
2 B. Tidak Torutang PEN Rp
-g- C. Jumlah Sclurdh Peny=rehan {[A + 1.B) Rp
g iL PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
2 A. Pajak Keluaran yang hanus dipangul sendii (Jumlab PEN paca 1.A.2) Rp a
b -% H. PPN Disctar Dimukn Dalam Masa Pajak Yong Sama Rp
E é C. Pajok Masuken yang dupat dipechitungkan Rp -
53 D. PPN yang kurang olou {cbih) bayar (LA - 1B - IL.C) Rp
% g E. PPN yang kurang atau {lcbih) bayar pada SP:l' yang dibetulkan Rp B
§ 5 F. PPN yang kurang atay {l¢bih) bayar karena pembetulan {I1.D - ILE) llg
% g G. PPN ynng kurang dibayar dilunasi Goggal .........vvesen-cvone. N [T LT LT 11 L1111
f&; ? PPN lebit dibayar pada ) _ »
25 ] Butir 11.D (Diisi dafam hal SPT Bukaa Pembetular) []Butir D oow [ ]BuirllF  (Diisi dolom hal SPT Pembetnlan)
%i [ Dikompensasikan ke Masa Fajak berikumya [ Dikompensasivan ke Musn PajaK «e.e...c.eeoceocececces
E i [[] pikembalivan (Restitus)) [ ] Kegiaten Tertentu [[] Dokumen tertampir
£ 3 [C] Dokurnen disusulican
i Khusus Restitusi untok Wajib Pajak dengan Kriteria Tertenpu :
E g [ Prosedur biesa [[] Peopembalizn Pendahnluan (Pasal 17C KUF)

LIEL. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIR1
A+ Jumlsh Dosar Pengenoan Pajak @ RP ovverviermnoionionin o
B. PPN Tcrutang DORP e

C. Dilunosi Tanggal ......ocvesseerersnin Ner: [ TTTT 11

IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
A PPnBM yang harus dipungut scndiri . .
B. FPn BM Disctor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama
C. PPn BM yang kurang atau {lcbih) bayar (1V_A - IV.B)
D. PPn BM yang kurang atsu {lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan
E PPnBM yang kurang atou {lebih) bayar korena pembetulan QV.C - 1V.D)

Rp
Rp

Rp

Rp

F. PPnBM kurmng dibayar dilusasitanggal ................. wree: [ T T T 11

Lampiran: [_] Lember ke 3 SSP PPN [] Lembar ke- 3 SSP PPo BM

Deapcs mrwndard wyvasko afar cygals alpiciey, w syt fbes o
selall srpr Srradad s £ ciii Sarns Depis-forpinonn 2 G Ser; Kuase Pengurus
rmy fup, jrlcr drm 1alad, Byreparae. " Tuorda tangan
* Noma Jetas
D PEP Jabazan
O ke= Cap Perusahaon
F.1.232.01

Peranan notaris..., Yuanita Dian Anggraeni Hartono, FH Ul, 2010.
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LAMPIRAN 1
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

MasaPyjak: [T 84 [T - T T

Pembetulan Ke-: o { e cvvrt ir e eeeed)

FORMULIR

1107 Al

Nama PKFP™ :

Newr (- (100 - 0000 -0 - 000 - 010

I |Ekspor

Nao + Mamo Pembeli DEPA

P PEB Dee

Nomor Tanggsl (Rupiah}

L T A A

o |

Jumlah Ekspor .

[

Il |Penyeraban Dalam Negerl Deogan Fakiur Pajak

Noma Pembeli

No DBEP/Pencrima JKP

| Faktur Pajak! Nota Retur
NPWP DPP PPN

Kode dan Womor Seri Tanggal (Rupiah) {Rupiah})

PPn BM
(Rupish)

[P

Ll

LI I R - T T Y

0

Jumlah Pertyershan Dalem Negexi Dengan Fakiur Prjsk

11 |Peoyerahan Dalm; Negerl Dengan Fakiar Pajak Sederbzan

v Penyeraban yang PPN atan FPN dan PPo BM-oya hurux dipnngut seadird
{ Jumlah IT dengan Faktur Pajak Kode 01,04,05,06 dan 09 + 111 3

v Penyerahan yang PPN atay PPN dan #Po BM-nya dipuogut oleh Pemnngﬂt PPN
{ Jumlah 1T dengan Faktur Pajok Kode 02 dan 03 )

vi Feoyerahan yang PPN atau PPN dun PPo BM-oya tidak dipoagut
{ Jumish H demgan Fakiue Pajak Kode 07 )

Vil Feayerahan yang dibebaskao dari peogtnasan PPN atan PPN dan PPa BM
{ Jumlah [t dengan Faktur Pajak Kode 08 }

CHSHCRY

D20

Peranan notaris..., Yuanita Dian Anggraeni Hartono, FH Ul, 2010.
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LAMPIRAN 2
DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPn BM

(O s4 OJ-01T11

-

FORMULIR

1107 B

Mnsa Pojok :

Pombetulan Ke-: ......... { ...
MNama PKF :
TS o e o e o o

PAJAK MASUKAN YANG DAPAT MKREDITKAN DAN PPo BM

Ba'gi PKP yang tidak meoggunakan Pedoman Peaghitungan Pengkreditan Pa)jak Musukan

A. Impor BKP dan Pemanfaatan BKF Tidek Berwujud dard Lusr Dacrah Pabean seria Pemapfasian JKP dard Lyar Dacrah Pabean

Nomn Penjual PIB
BKP/Pemberi
T DEP PPN
No IKP/Bunk n;sgfﬂ (Rugizh) (Rupiak) &Tp?ﬁ’) ke
Devisa/Dit fen Bea dan Nomor Tanggal
Cokai
]
2
3
du
Jumlzh
B. Perolebzxn BKFAJKP darl Dalam Megerl
No | NamoPenjust NPWP —-Lk;‘:“d';;‘:;:" u’:’"“ ibtur DPP PPN pmpM | Kodedw
BEP/Pemberi JKFP ., Tanggal {Rupiah) (Rupinh) {Rupiah) Yg Diganti
1
3 L}
3
4
L3
]
7
]
9
10
4]
12
st
Jumlats
Y |G Jumlah (L1.A + L1,B) i
1 |Bagl PKP yuu{;'menggunlhn Pedoman Peoghltungan Peoglored|tan Pajak Muynkan PPN (Rupizh)
A Penyershan Barny Kena Pajuk = ....... MEBP e s
B. Peayerahan Jasa Kena Pajak = ... % X Rp
| Jumtsh (L2 + L2B)
3} |Pajak Masukan Lalonys ! PPN (Rupiah}
A Rompensasi kelebihan PPN hMasa Pajak sebelumnya
" |B. Komprasasi ketehitan PPN knrenn pembetulan SPT PPN Mesa Pajak covee. . oo
C. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Magukan (PM) yang telsh dikreditken
D. Jymlah ({34 + 13.B - 13.C)
d  [Jumish Pajak Masukan yang Dapat Diperbilungian (LLC+ L1.D) s {L21.C + L3.D) &
g |PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DAN/ATAU PAJAK MASUKAN DAN PPu BM YANG ATAS IMPOR ATAU
PEROLEHANNYA MENDAPAT FASILITAS i
Nama Penjual wm : DPP PPN PPn BM
No | BKP/Pemberi JKP NPWP Kode dan Nomor | ynggay Tanggal SSP (Rupish) Rupish) | (Rupish)
1
2
3
Juentah
D).za2m

Peranan notaris..., Yuanita Dian Anggraeni Hartono, FH Ul, 2010.
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DEPARTEMEN KEUANGAN RI. SURAT SETORAN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK . LEMBAR 1
KANTOR PELAYANAN PAJAK (SSP)
PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP L e e e e
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajid Pajak yang dimiliki

NAMA WP

ALAMAT :

NOP 0 |y I s I O

Difsi svruai dengan Nomor Pokok Wajih Pajak yang dimiliki

ALAMAT OP © oo
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran NS VT
LL LIl ] Ll 1]

_ Masa Pajak Taehun
Jan | Peb |Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des

Diisi tahun terutangmye pajak

Beri tanda stlang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor}_(elelapan :l 1 I |J |/|| |J/| |JI| | l )I| |J

Diuss sesual Nomor Ketctapon :STRSKPKB. SKPKBT

Juminh Pembayaran S eerrrarerasriTeaeeearuraaeaRReRapnrar aabaTeaiitaesentnnniasataeanndberesnentasesnaenransnsnennnnnrns DIES] dengart ruplah pemuh
TEEDIIIE £ ..oiiciiiearirrvesursasi s ssneessa e trvaransassvasbasseestsbsssoas .

Diterima olch Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal .......ccomereieenoninnns RTINS -1 N
! Cap dan iamda tangan . Cap don sandasangun
NamaJelas : e rrrsansenens Nama Jelas ¢ e e

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Pencrima Pembayaran

F.2.0.32.01

Peranan notaris..., Yuanita Dian Anggraeni Hartono, FH Ul, 2010.
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--.,’_x. a‘: .__. ‘F' r _"’1.5. - - y
- Nyer
DEPARTEMEN KEUANGAN R.L SURAT SETORAN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2

KANTOR PELAYANAN PAJAK (SSP) LEMBAR

" PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA Untuk KPPN

owe L L L L L]

Diwsi sesuai dengan Nomor Pokok Wayib Pajok yang dimiliki

INAMMA WP 1 i st s e b1 e 4484 AR RS R R RS R8P ARRA SR e A AR s s
ALAMAT N

NOP Ll L L LU LT L

Dissi sesuai dengan Nomor Pakak Wayib Pajok yang dimiliki

ALAMAT OP :

......................

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Rlai=nagnhayeray
I I N (.
" Masa Pajak Tahun

Jan | Peb | Mar| Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | | I | |

Divsi tahun teruiangrya pajak

Beri tanda sitang (X) pada kelom buian, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomorketetapan = | | | 1 | J/ L L ) Jr L JsL L | )/ ]

Diist sesual Nomor Ketctapan : STESKPKB. SXPKBT

Jumlah Pembayaran D e eveneeeraeer et b es eyt aetaek be e e Rt ke R b8 sein b A raesst b b snnrraenssnesasennnensnnanen DSt dlengan ruplah pemih
Terbilang :
]
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
. Tanggal ... certassiaien , tgl...
Cap d'an Mnd’a :angan . Cap c.’aﬂ mm."amngan
Nama Jelas t ... ' Nama Jelas :

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa ™
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

Peranan notaris..., Yuanita Dian Anggraeni Hartono, FH Ul, 2010.
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DEPARTEMEN KEUANGAN R SURAT SETORAN PAJAK

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LEMBAR 3

J PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

Wajib Pajak ke KPP 5%

KANTOR PELAYANAN PAJAK (SSP) Untuk Dilaporkan oleh E‘;‘!ﬁ

NPWP L et e ey
Dyisi sesual dengan Nomor Pokok iWajib Pajok yang diniliki

NAMA WP @ oo —

ALAMAT 1 s siensienes

..............

NOP g A N s Y O N s A Y B O

Dirsi sesuai dengar Nonar Pokok Wajlh Pajak yang dimiliki

ALAMAT OP :

..........................

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Urnian PeMBYaran ... s
Lttty L] |
Masa Pajak ‘ Tahun

Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des

Diist tghun terutangnye pajok

" Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenoon

NomorKetetapan = || [ [ L [/ [ [ | |/ L J/L ] [ [7[ ]|

Diisi sesuwal Nomor Ketetapan : STESKPRB, SKPKAT

Jumiah Pembayaran rmepes R baninnnenereoman et et bt unnn s rmnnas vrsssses nnsnanensensusnasres DI dengan ruplah penub

Terbilang : ...t

T T T PP T LT E R T PR

Diterima oleh Kantor Pencrima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal i | e o B
Cap dan tanda rangan Cap dan 1andatangan

Nama Jelas 1 ........ Nama Jelas 1 ... v vrnnrs

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Banpgsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F2.0.32.01 .

Peranan notaris..., Yuanita Dian Anggraeni Hartono, FH Ul, 2010.
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DEPARTENMEN KEUANGAN R.I SURAT SETORAN PAJAK

DIREKTORAT JENDERAL FAJAK LEMBAR 4

J/ PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

Kantor Pos & Giro

KANTOR FELAYANAN PAJAK (SSP ) Untuk Bank Persepsi/ ﬁig

e ) L L L 1]

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajok yang dimifiki

NAMA WP : ..
ALAMAT

NOP ] B[ Ny oy

Diisi sesuai dengan Nomar Pokak Wayib Pajak yang dimiliki

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak Kode Jonis Setoran | 2ian Pembayaran :
Lt 1] .
Masa Pajak Tahun

Jan | Peb | Mar | Apr | Mei| Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des

Difsi tahun terutangrya pajok

8erl tanda silang (X) pada kelom bulan, sesual dengan pembayaran untuk maso yang berkenaan

Nomor Keietapan Ll | [ 1 |7] | |J/l I ‘/| [ el

Ditsi sesual Nomor Ketetapan : STRSKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran aerrarreessesrsaeenssisssensussisnsses Dol dengan ruplah pemdh

TerBilang & ..oooriviieeerecsiierec st s et eadraresta s ses e se e abasareens

A B rvAaRARA A yaradaatabsEnErradbar s el

T E LT T F LT P Ry T

Direrima oleh Kantor Penerima Pembayaran . Wajib Pajak/Penyetor
| Tanggal ..vrrcrsriens srersraneasracrermrasnes o3 18lecriiirinniiines
Cap dar tanda tangan ’ Cop dun tandaiongan

Nama Jelas i ... cercerim e snsaninan - NamaJelag @ ......occovnenirecneerermssanis

" Terima Kasih Telah Membayar Pejak - Pajak Untuk Pembangunan Bangse "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

Peranan notaris...l, Yuanita Dian Anggraeni Hartono, FH Ul, 2010.
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by DEPARTEMEN KEUANGAN RL SURAT SETORAN PAJAK
N, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SSP LEMBAR . | §
f  KANTOR PELAYANAN PAJAK ( ) I
PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA Untuk Arsip Wajib Pungut

atau pihak lain

Ditst seruai dengan Nomar Pokok Hajib Pajak yang dimiliki ’
NAMA Wp

ALAMA_T H

11727 SN N 1 I 0 I S A R

NoR s || Ll e e et

Diist seswai dengun Nomor Pokok Wajlb Pajak yang dimiliki

ALAMATOP :

Kode Ak;m Pajak_ Kode Jenis Setorun N Lt
I L1l 1|
- Masa Pajak - ‘ ' Tahun

Jan | Peb [ Mar| Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des

Diisi takun terutangriya pojok

Berl tanda silang (X} pada kelom bulon, sesyal dengon pém'bayaron uniuk mosa yang berkenoan

memLIIIIUIHJJHLIHJIMIH

Diist sesual Nomor Ketetopan : STRSKPKB. SKPKBT

Jumlah Pembayaran I ernreaereens . " . W , e N Diist dengan rupiah pemih
Terbilang & ....coovriiiiiicciriiee e b irarase e e s i
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran . Wajib Pajal/Penyetor
Tanggal reveresensummenen sroressnirs ciuverennnnrssarressienn oy LB evraiininnnnnnnans
Cap dan tanda tangan Cap dan tendaiangan

Nama Jelas & .. eeeeceviierremrrecsasssasseeens - Nama Jelas & ........ovevireceensccrectirnnresersncrns

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa *
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

Peranan notaris..., Yuanita Dian Anggraeni Hartono, FH U, 2010.
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DEPARTEMEH KEUANGAH RI ,
DIRENTORAT JENDERAL PAJAX SURAT SETORAN
- BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN |  Lembar 1
Unluk Walib Pajak
(SSB) . oo
BERFUNGSI SEBAGA| SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK pembayaran
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN {SPOP PRE)

KANTOR PELAYANAN PA.JAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

PERHATIAN: Bacalah pelunjuk pengisian pada halaman belakang lembar i ledebih dahuly,

A ANawawgibPask: [T T T T[] ] ]Tj_—fl—[ IHNEEEENENEEEEEEN
LNPWP SENEEEEREENE - ] 17

3. Alamat Waiib Pajak :

4. KeluwrahanDesa s 5. RTRW: 6 Kecamalan :

7. Kabupaten/ota : 4 KndePos D:ED:]
6. 1.Homor Obiek Paiak (0P Po8: | T 1 [T ] [ ] EED (T T] EIIEI L

2. Lelak tanak dan alau bangunan
3. KelurahanDesa -

4, RTRW:
5. Keclama!an : 6, Kabupalen/Kola :
. Penghitungan HJOP PBB :
- - Luas _ NJjoPPRS(I
Urqian beﬂ%mwaajgmm {MWSPPTF&!M!M Luas x NJOPPEB/m ‘l
Tanah (buri) - | | o], 1 |Ra.
dangunan 8 l m' |10|Rp, 12|Rp.
NIOPPBE:  [13|Rp.

. 15. Jenis perafehan hak alas (anah dan atau bangunan : Dj
16. Homor seriifikal ;

14. Harga transaks! / Néal pasar ; | Rp.

€ PENGHITUNGAN BPHTE (Hanya ditsi berdasarkan penghitungan Wajh Pajak )
Mitsi Perclehan Cbjek Pajak { NPOP }

Dalain Rugiah

Nilai Peralehan Cbjek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP)
Nilai Perclehan Objek Pajak Kena Pejak { NPOPKP ) angia 1 angha 2
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang ferulang

70_0Ooc, 000 ,—

S%yegke

L Fengenaan 50% karena waris / hibah wasial / pemberian hak pengelofaan *) S rangad

Bea Perolghan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar

en fon | [ IR | =

0. Jurnlah Selwan bergasarkan :
D a. Penghitungan Wajib Pajak
ILE]] b. $TB/SKBKB/SKBKBT*  Nomor: Tanggal:
¢, Pengurangan dihifung sendini karena :
0 o 1]
Denganangka : Dengan hunt :
[a— ]

') Coret yang tidak ped

>
>
>
>
>
>
B

Untuk disetorkan ke rekening Kes Negara gq. BPHTB MAP [o]1]57]4]

) MENGETAHUI : OITERIMA QLEH :
PPATINOTARISIKEPA LA KANTOR LELAMG/PEJABAT LELANGY TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN J KOTA ) Tanggal :

tgl.
WAIIB PAJAK PENYETOR

rmwmwmwm

Hanya diisi olah
polugas Kantar

Palayanan Pajsk

KR EPKTAL1.01

Peranan notaris..., Yuanita Dian Anggraeni Hartono, FH Ul, 2010.
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N 000229

DEPARTEMEN KEUAHGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSB)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUMAN {SPOP PBB)

' ;_}’-i_‘i_}%};i

Lembar 2
Untuk KPP

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA ;

PERHATIAN: Bacalah .pelu'.\juk pengisian pada hataman belakang fembar ini teslebih dahulu.

A tmsmavsesisc: [T T 1 T [ [T T T I I I T T T I I T T T T ITTTTTT]
eewe :[T] (110 110 O (T3 [T
3. Alamal Yajlh Pajak :
4. Kell.l.raharu'Dasa : 5.RTRW: 6.Kecamalan :
7. Kabupaten/Kola : 8. Koda Pos : DIED

?‘1Nomr0bjekPagak(NOP]PBB [_|_]|__[_||||||||||||||[|||D

- 2:Lelak tanah dan atau bangunan :

3. Kelurahan!Desa : 4. RT/RW :
5. Kecamalan : - §. Kabupaten/Kola :
Benghilungan NJOP PBB :
} Luas i NJOP PEB /M <
Urelalsn rwwms‘-danmba;mmrm gwmmw:&a;mr«w Luas x NJOP PBB/m' -
Tenah (bumi) ! RS A | iR, [EETwET
Bangunan - 8 m. |10| Rp. 12 | Rp. [ TaTr
NJOPPBB: |13 |Rp. -W
15. Jenis parclehan hak alas lanah dan atau bangunan : EI:I " 14. Harga ransaksl{ Nilai pasar : iip, [
16. Nomor serlifikal : g : '
C. PENGHITUNGAN 8PHTB {Hanya disi berdasarkan penghiungan Waph Pajak } Dalam Rupiah
Nilai Petciehan Objek Pajak | NPOP ) ' F |>
Nitai Perolehan Ohjek Pajak Tidak Kena Pejak { NPOPTKP) 2 Ib 30. o000, OO0
Nilai Peralehan Objek Pajak Kena Pejak { NPOPKP ) aga f-agia 2 | '3 [ : i
Bea Pesolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terulang s raoghad | 4 |
Pengenaan 50% karena waris / hitiah wasiat / pemberian hak pengeloiaan ) Wraggad | 5w 0 L
Bea Peralehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6>

D. Jumlah Saloran berdasarkan :
:l a. Penghilungan ¥ajib Pajak
[ b sTB/SKBKB/SKEKETY)  Nomor:
D ¢. Pengurangan dihitung sendir karena ; ‘ l l
]
Denganangka:

W

*) Coret yung lidak peru

Unluk diselorkan ke rekening Kas Negara qq. BFHTE MAP

Tanggal :

Dengari hund :

-

nnﬂn B (O

MENGETAHUI; DITERIMA OLEH :

PPATINOTARISHHERALA KANTOR LELANG/PEJABAT LELAMG!

TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
KEFALA KANTOR PERTANARAM KABUPATEN { KOTA ")

Tangaai :

seeneng 1L
WAJIB PAJAK PENYETOR

!mmhp mwmm

Hama lergicap, stempel, dan tanda Bngaa

T

Hanya diis] oleh
pelugas Kanlor
" Pelayanan Pajak

2

KP. BPHTB 1.1-M1

Peranan notaris...,

Yuanita Dian Anggraeﬁi Hartono, FH Ul, 2010.
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Neroeti: 000229

No.
DEPARTEMEN KEUANGAN Rl : ' .
DIREXTORAT JEMDERAL PAIAK. SURAT SETORAN a .
iy BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN |  Lembar3
. : 3,0 Unbuk KP
:—!rl-‘}:l't ( s s B ) . ) L- # disalﬁ:lalkan;eh
. BERFUNGS! SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK : Wajib Pajak
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

KANTOR PELA'MNIA!;I PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA :

PERHATIAN: Bacalah petunfuk pengisian pada halaman belakang lembar in ledebih dahuh.

& emawvpa [T T T T T T LTI I AT I T T I I I T LTI I I TT]
anewe [T ] D:D L] O I LT

3. Afamat Wajlb Pa]ak

4. Kelurahan/Desa : 5.RTRW: 6.Kecamalan ;

.TAKabu'patenMoT.a: ’ 4. Kode Pos D:L—_‘:D
5. 1. Momor Ok voryeee: [T 1] [T E]:l:l L CIrr1 o

2. Letak langh dan.alay bangunan ;

3. KelurahanDesa ; 4. RTmAW -

' 5. Kecamalan : ‘ ' 6, Kabupaleniota:

Penghitungan HJOP PBB : o F

Luas . NJOPPBBIM

[ Uralan (ermmgﬁwm { Dist bertlasorkans SPP aﬁmlw Luas x NJOP PBB/

\ Tanzh { buml ) 7 o '

L Bangunan ) m

HIOP PBE:

15. Jenis pereiehan hak atas tanah dan atav banguman Dj

14, Harga Uansakst Nial pasar: [ Rp. ' [
16. Nomor serlifisal : '

€. PENGHITUNGAN BPHTB {Hanya disi berdasarkan penghilungan Yajb Pajak )
Hilal Perolehan Objek Pajak { NPOP)
Wizl Perolehan Cbiek Pajak Tidak Kena Pejak { NPOPTHP }
_Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pejak ( NFOPKP }
Eea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan yang terulang

Dalam Rupiah

1

2
oy t-apiaz| 4
S%rangiad | 4
5

6

Pengenaan 50% karena waris f hibah wasial f pembesian hak pengelolaan ™)
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar

50% x angl

ﬂvvvv

6 >
D. Jumiah Satoran berdasarkan : : Untuk diselorkan ke rekening Kas Negara og. BPHTBMAP: [T 13 1]
1 a Penghitungan Wa Pajax
L] b STB/3xoKB/SKBKBTY)  Momor:
[:l c. Pengurangan dikilung sendiri karena ; I:D

J s

Dengan angka
P ]
*) Caret yarg lidak periy '
MENGETAHUI : : DITERIMA OLEH :

PFATINQTARISHEPALA KANTOR LELANG/PELABAT LELANG! TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN { KOTA % Tangaal ;.

Tanggal :

Dengan hurut :

Igl.
WAJIB PAJAK PENYETOR

Hara lengicap., mpu amwmm

Harrya ditsl oleh
petugas Kanter
. Palayanan Pajak

R
Loe s

L e
e A

SR AL T e e e Y
KP. BPHTA 1.1 -0

Peranan notans Yuanlta Dian Anggraem Hartono FH ul, 2010.

WoREAL

[

0. oo, 0oo L1

[y

me



! '\{.-""?[ La
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DEPARTEMEN KEUA.;IGANRJ ' '
DIREXTORAT JENDERAL PAJAK SURAT SETORAN
| BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN |  Lembar 4
. (SSB) afigd Uk Ko
BERFUNGS] SEBAGAI SURAT PEMBERTTARUAN OBJEK PAJAK {Banik / Kanlor Pos Perseps)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

KANTOR PELAYAMAMN PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA !

PERHATIAN: Bacalah patunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini lerlebih dahuly,

A ANamaWaipPeig s | T [ [ | | L[ § P I T T T TP I T T TITIITT |
wewe [T (0 00 0 L0 00

3. Alamal Waijib Pajak :

4. Kelurahan/Desa " 5 RIRW: 6.Kecamatan ;

7. Kabupatenfitota : 8. Kode Pus D:]:[:[:]

B. t.Nomarobek Paizkvopieee: [ [T (L] L] O 13 O

2. Lelak tanah dan atau bangunan :
3. KelurahanfDesa :

mi

4. RTRWY ;
5. Kecamalan : 6. Kabupalenfota :
Penghitungan NJOP PBB :
. Luas i} NJOP PBA/M ]
Ursian fwhﬂffggg’gﬂv,ww” an yang rwmwwrm Luas x NJOPPBB/m'
Tanah { bumi 7 w | 9| gp 11 |Rp
Bangunan 8 mt [10]Rp, 12 |Rp.
NIOPPBB: |13 |Rp. MJ
15. Jenis perofahan hak alas tanah dan atau bangunan : [:E:l 14. Harga transaksi £ Nilai pasar : | Rp. - l
1. Nomer sertfikal ;
¢, PENGHITUNGAN 8PHTB (Hanya diisl berdasarkan penghifungan Wajb Pajak } Dalars Rupiah
Nilai Perolehan Obiek Pajek {NPOP } 1S
Nira Perolehan Cbjek Pgjak Tidak Kena Pejak { NPORTKP | - zl F LA el ta Yo Yo NN
Niai Perolehan Objak Pajak Kena Pejak [ NPOPKP ) aglha - gl 2 |
Bra Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang tezutang SXzangal | 4l
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasial / pemberian hak pengelolaan *) sragizd | 510
Baa Perolehan Hak alas Tangh dan Bangunan yang hans dibayar  + gl

D. Jumlah Seloran benjasarkan :

D a, Penghitungan Wajib Pajak
[C] b STB/SKBKB/SKBKBTY  Nomor:

Untk diselotkan ke rekening Kas Negara gq. BPHTE MAF llll:lﬂl!l

Tanggal :

D t. Pengurangan dihfung sendiri karena : D:l

s

Dengan angka ; Dengan hun :

L ]
4 Coret yang idak perly

. MENGETAHU}: OITERIMAOLEH ; tgl.
PPATANOTARIVKEPALA KANTOR LELANGIPEJARAT LELANG! TEMPAT PEMBAYARAN BPHTE WAJIB PAJAK PENYETOR
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEM / KOTA % " Tanggal:
Hama lengkap, shernpﬁ.da-:fmdawm Nm;a\'.nukap.srurw.dmmm mmmwmmm
Hanya dilsi oleh Y
pelugas Kantor Nomo: anurnen [_|_J [ | J
Pelayanan Pajak NOP FBB bﬂﬂ.l o, k
» - Py o LS TN o
KP.BPHTE 1.-01 . .

Peranan notaris..., Yuanita Dian Anggraeni Hartono, FH Ul, 2010.
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No.
DEPARTEMEN KEUANGAH RI . .
DIRENFORAT JENDERAL PAJAK SURAT SETORAN
.z | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 5
(SSB) ko o
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK ngzﬁﬁmm
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOF PBB)

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA :

PERHAYLAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman betakang lembar inf ledebih dahuly,

aottemawgPask: | [ [ | | [ T1TF V1 OTTTTPIITTLITITTUITTIOG
zaewe 1) LT LT O L:LD [TI]

3. Aiamat Wajib Pajak :

4. KelurahanQesa: - 5. RT/RW: B.Kecamatan ;

7. KabupalenfKpla : . . 8. Kode Pos : EE[:ED

e e e

ETPI s

ot A e L e S s

.

6. .o Ok sk vory s [ ] I:I:l L OO (T 1T O

2. Lelak fanah dan alau hangunan

3. KelyrahanDesa © ’ 4. RTRW:

5, Xecamalan : ' ’ 6. Kabupalen/Kota :
Penghitungan NJOP-PBB : '

Urai (wuﬂlm%::fumm i NIoFRESIN ;
raian . ity dooroleh) yang fwmm%ﬂs}mw Luas x NJOPPRB/nv

Tanah { bumi } 7 ' | o|rp. 1

. o B

Bangunan 8 ? |10 | Rp. 12 |Rp.

|

NIOPPBE. 13 {Rp.

16. Jenis persighan hax atas fanah dan alaw bangunan : D:l 14, Harga transaksi /Nilgipasar: ' [ Rp. . ]
16. Nomaor sartifikal :

b A ey e d

3
ks

et BT

€. PENGHITUNGAN BPHTS {Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajb Péiak] Dalam Rupiah

Nilai Perolehan Objek Pajak ( MPOP )

IR TP

Niai Perelehan Objek Pajak Tidak Kena Pejak { NFOPTKP ) K

e I e T ala I I

Nilai Perolehan Objek Pajzk Kena Pelak { MPOPKP } gl i -axga

B2z Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan yang terutang 5%xangka )

vylr|v|v(Y

Pengenzan 50% karena waris { hibah wasfat / pemberian hak pengeiolaan-*} 0% x angka 4

o fon Qi (e Ing

Bea Perclehan Hak alas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar

>
D. Jumzh Setoran berdasarkan : Unhuk diselorkan ke rekening Kas Negara qg, BPHTBMAP: [ 7[5 1]
L1 a. Pengnitngan Wajo Pajak
[] v STB/SKBKB/SKBKBTY)  Nomar: Tenggal:
D ¢. Pengurangan dihilung sendiri karena : [:[]
3 a

Oengan angka :

[® =

*) Cored yang tidak pedy

Dengan hurul

MENGETAHUI; DITERIMA OLEH : Igl.
PPATINOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/PEJARAT LELANG! TEMPAT PEMBAYARAN BPHTS WaJ18 PAJAK PENYETOR
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEM / KOTA Y) Tanggel:

Hama engiaap, 5len'pel danlaﬁalangm Hm\mgkap.swnpd dmtaﬂafmqm Harma lengkag, slamped, dan tanda tangin

Hanya dlis] ofah
pelugas Kanter
Pelayanan Pajak

KP.8RHTB1.1-01
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk ; Kantor Pelsyanan Pajak
Lembar ke-2 unik : Wajib Pajak

Yih, Kepals Kantor Pelayanan Pajak
irennenas Verisravarnnran e treennnaarians ]
di

P T T T Ll LI LT T T T T PP RS

" LAPORAN

DAFTAR PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN

Identitas Wajib Pajak

NPwe L L]

Nama :

Alamat

D L L L T P B P P

[ I 1 5 I A I

P T T L T L L LT TT TP

B T L T T T P PP

Pajak Penghasllan untuk masa ..........cocesvenvervennsenss BARUD L.......... & dan tclah disampalkan tanggal

erecanvnvesssiinnvesesesnnnasnes (4 Bdalah sebagai berikul ;

Alamat Unit Tangh Jumlab Bruto Nilai PPh
No. | Nama dan Alamat Pembell *) dan/atau Bangunan Pembny'gralr_nﬂ‘._eng'nllhan - yang Dibayar
dan Luas (M2) _®p) _(Rp)
{1 ) 3 @ )

Jumlah

D T TR LI LT T

D L LL L L LT PP

Terb!lnng

...

*) Apabila jumlait baris kurang, harap dibuotkan lampiran tersendivi

..) Fumals LPP*}B{@ ik

C. Lampiran: 3

{ )  Surat Seloran Pajok sebanyak ..........ceeeeerer, lembar,

( )} Surat Kuasa Khusus.

D.  Pernyataan;

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemheritshuan d! atas adalab bepar, lengkap dan tidak herayarat.

L.1.1.32.01

rrrnsseney srressnnnsnensrnresserses 20 rreneee (6

Wajlb PaJak/Kuasa @
Tanda tangan, nama dao eap

Peranan notaris..., Yuanita Dian Anggraeni Hartono, FH Ul, 2010.
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. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN
(L.1.1.32.01)

Umum ;

(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar.

{2) Diisi dengan identilas lengkap (NPWP, nama, dan alamat) Pemotang Pajak.

(3) Diisi dengan masa dan lahun pajek dilakukannya pemotongan.

(4) Diisi dengan langgal penyetoran pajak yang lelah dipotong. Dalamn hal penyetoran dilakukan lebih dari satu kali,
diisi dengan tanggal penyetoran terakhir.

(5) Beri tanda X dalam ( ) sesuai yang dilampirkan. Dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Pematong Pajak,
harap dilampirkan Surai Kuasa Khusus bermeterai cukup, atau Surat Keterangan Kematian dari instansi yang
berwenang, apabila Wajib Pajak teleh meninggal dunia dan SPT ditandatangani oleh ahli waris.

(6) Diisi dengan tempat dan tangpal dibuatnya SPT Masa.

(7} Coret yang tidak perlu.

(8) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak/Kuasa atau Ahli Warisnye

Khusus ;

Wajib Pajak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunannya kepada bukan pemotong pajak harus
menyetorkan sendiri PPh yang 1erutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lamhat tanggal 15 bulan
berikutnya setelah bulan pembayaran ateu terutangnya sewa dengan menggunakan Surat Seloran Pajak (SSP), seria
harus melaporkan penyetoran lersebut ke KPP selamhat-lambatnya 20 hari-setelah akhir Masa Pajak.

Xolom (1) : Cukup Jelas
Kolom {2} : Cukup Jelas
Kolom(3) : Cukup Jelas
Kolom(4) : Cukup Jelas
. Kolom (3) : Cukuplelas

Kode yang Jdigunakan pada saat pengisian Surat Setoran Pajak adalah Kode MAP: 0118 dan Kode Jenis Setoran :
"402 : '

Peranan notaris..., Yuanita Dian Anggraeni Hartono, FH Ul, 2010:
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